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ABSTRAK 
MULYATI (E 211 11 281), Kualitas Pelayanan Ibadah Haji di Kementerian 
Agama kota Makassar dibimbing oleh Dr. Hamsinah, M.Si dan Dr. Gita Susanti, 
M.Si, xvii halaman + 105 halaman + viii tabel + vii gambar+ 47 kepustakaan 
(2000 – 2015) + 7 lampiran 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan 
ibadah haji yang diberikan oleh kantor kementerian agama kota Makassar yang 
dilihat dari proses dan produk pelayanannya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer 
dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Adapun fokus penelitian ini menggunakan konsep pelayanan prima oleh Surjadi 
(2012) dimana peneliti membahas kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 
di kementerian Agama kota Makassar, yaitu: Proses (Sumber Daya Manusia, 
Mekanisme, Sarana dan Prasarana) dan Produk (Kualitas dan Kuantitas). 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, 1) Secara 
keseluruhan, pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama kota Makassar telah 
terlaksana dengan baik. Dilihat dari Proses layanan yaitu Aparatur penyelenggara 
haji dianggap telah ramah, sopan dan cepat dalam melayani calon jamaah haji 
sekalipun dalam hal ini kedisiplinan aparatur masih kurang. 2) Dalam hal mekanisme 
pendaftaran haji, calon/jamaah haji mengangap telah sederhana dan jelas karena 
melibatkan pihak BPS – BPIH dalam pemaksimalan pemberian pelayanan haji serta 
segala prosedur haji dibuat dalam bentuk flow chart. 3) Namun dalam hal sarana 
dan prasarana calon/jamaah haji menganggap Kementerian Agama kota Makassar 
belum memadai, yaitu ruangan pelayanan yang sempit dan kurang rapih, parkiran 
yang kecil, dan tidak tersedianya ruangan tunggu serta penggunaan sosial media 
dan website belum ada. 4) Dan dilihat dari produk layanan haji yaitu kualitas produk, 
calon/jamaah haji menganggap performance Kementerian Agama kota Makassar 
yaitu waktu dalam pemberangkatan haji belum tepat sesuai dengan yang dijanjikan 
dan juga disebabkan terdapat keterlambatan pengumuman kloter pada jamaah haji 
tahun 2016. Namun dari fitur tambahan yang diberikan kepada calon jamaah haji 
yaitu buku doa manasik haji dan buku penuntun bahasa Arab dianggap sangat 
membantu dan memberi manfaat kepada jamaah haji hanya saja disrtibusi kedua 
fitur tersebut yang tidak merata. 5) kuantitas jamaah haji yang dicapai dalam 
setahun telah sesuai dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 
nomor 951/IV/Tahun 2015 tentang penetapan kuota Haji kabupaten/kota di Provinsi 
Sulsel karena kuota haji kota Makassar mendapatkan pengawasan langsung dari 
Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Ibadah Haji, Kementerian Agama  
 
 
iv 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
ABSTRACT 
MULYATI (E 211 11 281), Service quality of hajj in the Ministry of Religion in 
Makassar city supervised by Dr. Hamsinah, M.Si and Dr. Gita Susanti, M.Si, xvii 
pages + 105 pages + viii tables + vii figures + 47 references (2000-2015)  + 7 
attachments. 
 The aim of this study was to describe the service quality of Hajj which 
provided by the ministry of religion in Makassar city as seen from the process and 
product services. 
 This study used a qualitative approach with the type of secondary and 
primary data obtained through interviews, observation, and documentation. The 
focus of this study uses the concept of excellent service by Surjadi (2012) which the 
researcher examines the service quality of Hajj in the ministry of Religion at 
Makassar city, include: the process (Human Resources, Mechanisms, Infrastructure 
b) and the products (Quality and Quantity). 
 Based on the result of research were concluded that, 1) Overall, the service 
of hajj in the Ministry of Religion at Makassar city have been performing well. 
Identifying from the service process that is organizers of hajj were reputed to have 
been friendly, courteous and quick in serving the pilgrims even in this case the 
organizers were still lack in discipline. 2) In the case of Hajj registration‟s 
mechanism, the candidate/ pilgrim regard has been simple and clear as it involves 
the BPS - BPIH in maximizing the delivery of services as well as all Hajj procedures 
are made in the form of a flow chart. 3) However, in terms of facilities and 
infrastructure, the candidate/pilgrims assume that the Ministry of Religion in 
Makassar city is not adequate, such as; the room service narrower and less neat, 
small parking lot, and the unavailability of the waiting room and the unavailability in 
the use of social media and website. 4) And identifying by service products of hajj 
are the quality of products, the candidate/pilgrims assume that the performance of 
Ministry of Religion in Makassar city, such as; the time of hajj‟s departure is not 
appropriate to their promising time to hajj and also because there is a delay in the 
announcement of the fleet in 2016. But, from the additional features that given to 
pilgrims i.e. prayer books of Hajj rituals and handbooks of Arabic language are 
considered very helpful and provide the benefits to pilgrims, evenly the distribution of 
both features are not be spread all over . 5) the quantity of pilgrims in a year were 
achieved in accordance with the implementation of the Decree of the Governor of 
South Sulawesi number 951 / IV / 2015 about the establishment of Hajj‟s quota of 
district/city in South Sulawesi province since the quota of Hajj in Makassar city get 
the direct supervision from the Ministry of Religion of South Sulawesi province. 
 
Keywords: Service Quality, Hajj, the Ministry of Religion 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdlillahirabbil‟alamin., Asshalatu Wassalamu „alaa Rasulillah Amma 
Ba‟du. 
Segala puji bagi Allah „Azza wa Jalla atas segala nikmat yang dikaruniakan 
kepada penulis.  Selesainya skripsi ini adalah salah satu nikmat yang Allah „Azza wa 
Jalla   karuniakan diantara milyaran nikmat yang telah Allah „Azza wa Jalla   
hadiahkan.  Maka benarlah firman  Allah „Azza wa Jalla   didalam QS. Ar-Rahman: 
55 “Fabiayyi „alaa irabbikuma tukadziban,” Maka nikmat  Tuhanmu yang mana 
engkau dustakan?” Kalaulah ingin menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah 
„Azza wa Jalla   anugerahkan, maka pun ketika menjadikan lautan sebagai tintanya 
dan pohon-pohon sebagai penanya, maka niscaya tak akan pernah sanggup 
menuliskan nikmat-Nya. “Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya 
kamu tidak akan sanggup menghitungnya.” (Terjemahan QS. An-Nahl:18) 
Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah 
Shallallahu‟alaihi wa Sallam, tauladan terbaik umat, manusia yang Allah „Azza wa 
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juga fisiknya. Dengan mempelajari perjalanan kehidupan Rasulullah 
Shallallahu‟alaihi wa Sallam maka kelirulah seseorang yang mengatakan „no body 
perfect‟.  Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu‟alaihi wa Sallam 
datang dengan sempurna dari segala aspek, tidak membutuhkan makhluk untuk 
menyempurnakan atau mengaturnya, sebab syari‟at tersebut datang dari sisi Allah 
„Azza wa Jalla. 
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Rasulullah Shallallahu‟alaihi wa Sallam adalah pemimpin yang sangat 
berpengaruh hingga hari ini, ia memberi  teladan terbaik, mengajarkan agama 
dengan sempurna, dan menjadi peletak dasar-dasar peraturan Negara yang 
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dan belas kasih, beliau mengkhutbahkan persamaan antara seluruh manusia serta 
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peneliti mengangkat skripsi ini dengan mengambil fokus kualitas pelayanan, karena 
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Sallam ajarkan. “Barangsiapa yang menyelamatkan orang dari kesusahan, maka 
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menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Pelayanan publik merupakan isu yang sangat strategis dewasa ini karena 
menjadi arena interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Warga rela membayar 
pajak dan memberikan mandat kepada pemerintah untuk menggunakan pajak dan 
memberikan mandat kepada pemerintah untuk menggunakan  pajak tersebut guna 
melayani kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. (Agus Dwiyanto, 2012) 
Namun birokrasi di Indonesia belum berorientasi pada kinerja dan kualitas 
sehingga mengakibatkan buruknya kinerja pemerintah. Ditambah rendahnya 
intensitas interaksi antara pemerintah dengan warganya menjadi salah satu sumber 
dari ketidakpercayaan warga terhadap birokrasi pemerintah. Ketika interaksi antara 
pemerintah dengan warganya menjadi sangat rendah, yang disebabkan karena 
warga mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan publik maupun berbagai 
arena penyelenggaraan pemerintahan lainnya, maka keterlibatan emosional dan 
kejiwaan warganya terhadap kegiatan dan problema yang dihadapi pemerintah 
menjadi rendah. Kondisi seperti ini menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya 
ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah. (Agus Dwiyanto, 2012) 
Ini dibuktikan dari survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga 
menunjukkan rapor yang buruk pelayanan publik Indonesia. Tim penilai kinerja 
pelayanan publik menyatakan hasil survey tahun 2011 yang dilakukan oleh World 
Bank terhadap 183 negara. Indonesia menempati urutan ke 129. Indonesia masih 
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kalah dengan India, Vietnam bahkan Malaysia sudah menempati urutan 61 dan 
Thailand berada di urutan ke 70. (Ombudsman Republik Indonesia, 2013) 
Kemudian Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan 
Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi 2012 yang disurvei 
oleh TII. Hasilnya cukup mencengangkan. Indonesia masih menjadi Negara korup 
dengan korupsi yang semakin parah. Survey CPI tahun 2012 ini dilakukan terhadap 
174 negara di dunia. Indonesia memiliki skor CPI 32 dengan peringkat 118. Artinya, 
dengan skor 32 itu Indonesia belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah 
mengakar. (Ombudsman Republik Indonesia, 2013) 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih 
jauh dari harapan masyarakat dengan ditandai oleh pelayanan publik yang tidak 
transparan, diskriminatif, berbelit-belit, korup dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas 
dari kualitas penyelenggara pelayanan publik yang belum mampu mengubah 
pandangannya tentang pelayanan publik, belum dipenuhinya standarisasi 
pelayanan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. 
Ditambah lagi dari hasil observasi yang dilakukan oleh ombudsman, 
kepatuhan kementerian dalam  melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan publik 
ditemukan sebanyak 27,8% atau 5 kementerian masuk dalam zona merah yang 
berarti rendah tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 50% atau 9 kementerian masuk kedalam zona kuning atau zona 
tengah, yang berarti sedang tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 
2009 tentang pelayanan publik. Dan 22,2% atau 4 kementerian masuk dalam zona 
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hijau yang berarti tinggi tingkat kepatuhannya dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik. 
Tabel 1. Zonasi Hasil Observasi kepatuhan kementerian terhadap  
UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 
Merah Kuning Hijau 
 Kementerian 
Pekerjaan Umum 
 Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 
 Kementerian Sosial 
 Kementerian Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
 Kementerian 
Pertanian 
 Kementerian Agama 
 Kementerian Hukum 
dan HAM 
 Kementerian 
Kehutanan 
 Kementerian 
Kelautan dan 
Perikanan 
 Kementerian 
Komunikasi dan 
Informasi 
 Kementerian 
Lingkungan Hidup 
 Kementerian 
Perhubungan 
 Kementerian Riset 
dan Teknologi 
 Kementerian ESDM  
 Kementerian 
Kesehatan  
 Kementerian 
Perdagangan 
 Kementerian 
Perindustrian 
Sumber: Ombudsman Republik Indonesia (2013) 
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 Hasil penelitian kepatuhan Kementerian dirilis pada tanggal 22 Juli 2013, 
banyak Kementerian yang berinisiatif mempelajari lebih lanjut hasil penelitian 
tersebut dan menyatakan kesiapan memperbaiki pelayanan publiknya. (Ombudsman 
Republik Indonesia, 2013) 
Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik memang 
menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua 
pihak. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi 
pemerintahan kini semakin mengemuka, bahkan menjadi tuntunan masyarakat. 
Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau penerima layanan adalah persepsi  
terhadap “kualitas” yang melekat pada seluruh aspek pelayanan. Begitu pun dengan 
pelayanan haji yang diberikan oleh Kementerian Agama yang selalu menjadi 
masalah disetiap tahunnya.  Padahal ibadah haji adalah agenda besar dari 
kementerian Agama. 
Begitu tingginya nilai ibadah haji, maka umat Islam Indonesia tidak segan-
segan mengorbankan sebagian harta kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan 
keluarganya selama waktu tertentu dan siap bersusah payah untuk menunaikan 
rukun Islam kelima tersebut. Maka tidak heran kalau seiring dengan meningkatnya 
kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu 
mengalami peningkatan dan bahkan belakangan ini jumlah pendaftarnya melampaui 
kuota yang telah ditetapkan. Begitupn yang terjadi di Sulawesi Selatan dan bila 
kuota Sulawesi Selatan tidak terkoreksi secara signifikan maka setidaknya butuh 
waktu antara 15-16 tahun untuk memberangkatkan daftar tunggu haji tersebut. 
(www.sulselprov.go.id,04/05/15) 
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Maka sejalan dengan segala upaya, biaya dan usaha yang dikeluarkan 
jamaah untuk melaksanakan haji maka tentu masyarakat pun ingin mendapatkan 
timbal balik dari pelayanan haji yang berkualitas.  Menurut Gronroos (dalam 
Ratminto dan Atik, 2005:2) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas 
atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 
terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara masyarakat dengan karyawan atau 
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan masyarakat/pelanggan. 
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 
jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 
(Tjiptono, 2001). Sedangkan Ciri-ciri yang ada dalam  kualitas pelayanan menurut 
Tjiptono (1996:56) adalah: Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu 
dan waktu proses. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-
kesalahan. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Kemudahan 
mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan 
banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. Kenyamanan dalam memperoleh 
pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, 
ketersediaan informasi, dan lain-lain. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti 
ruang tunggu ber AC, kebersihan, dan lain-lain. 
Namun sebelum jauh membahas tentang kualitas pelayanan haji dan untuk 
menghindari kesamaan hasil penelitian dan plagiatisme, maka berikut ini peneliti 
sampaikan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian 
ini.  
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Syaukani bersama dengan 
beberapa peneliti lainnya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia” 
Penelitian tentang manajemen pelayanan ibadah haji merupakan salah satu genre 
penelitian terkait penyelenggaraan haji di Indonesia yang pernah dilakukan 
Puslitbang Kehidupan Keagamaan selama kurun waktu beberapa tahun sebelum 
diterbitkan di tahun 2009. 
Dalam penelitian ini berfokus pada manajemen pelayanan haji yang meliputi 
aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 
pengawasan yang terkait dengan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 
pelaksanaan ibadah haji.  Dan tentu ini memiliki fokus penelitian yang begitu besar 
karena berskala nasional dengan beberapa dimensinya yang diteliti. Adapun hasil 
penelitiannya dan menjadi kesimpulan adalah manajemen pelayanan haji di 
beberapa daerah di Indonesia secara umum cukup baik. Beberapa aspek yang 
harus dipenuhi dalam  manajemen pelayanan, seperti perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi dilakukan sesuai petunjuk Departemen Agama Pusat. 
Namun, karena tugas pelayanan haji itu dilakukan tiap tahun, sepertinya sudah 
dianggap sebagai kebiasaan rutin, sehingga ada kesan dilakukan apa adanya. 
Kedua, penelitian yang berjudul ”Pelayanan Jamaah Haji Kota Semarang 
Tahun 2009 (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 )” ditulis 
oleh Dimas Priyono, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004. 
Penelitian ini berfokus pada (1) untuk mengetahui muatan yang terkandung dalam 
undang-undang No. 13 Tahun 2008 (2) untuk mengetahui pelayanan jamaah haji 
kemenag kota Semarang tahun 2009 dilihat dari implementasi undang-undang No. 
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13 Tahun 2008. (3) untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kemenag kota 
Semarang dalam memberikan pelayanan jamaah haji dilihat dari implementasi 
undang-undang No. 13 Tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 
pelayanan jamaah haji kota Semarang tahun 2009 yang dilaksanakan oleh 
kementrian agama kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-undang No. 13 
Tahun 2008 dengan perubahanya.  
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hj. Meiyana Ekaastuti Wardani, SE 
yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Ibadah Haji Antara Jamaah Haji Yang 
Mengikuti KBIH Dan Non KBIH Di Provinsi D.I. Yogyakarta” Pokok  permasalahan 
yang diteliti adalah seberapa jauh perbedaan kualitas pelayanan ibadah haji antara 
jamaah haji yang mengikuti KBIH dan non KBIH di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Unit analisis pada penelitian ini adalah jamaah haji yang mengikuti 
KBIH dan jamaah haji non KBIH (haji mandiri) di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Jamaah Haji KBIH di Provinsi 
D.I.Yogyakarta berada pada kategori baik/tinggi dengan rata-rata 3,40 – 4,19 pada 
semua aspek jamaah haji. Aspek terendah yaitu makanan dengan skor rata-rata 
3,67. (2) Jamaah Haji non KBIH di Provinsi D.I. Yogyakarta berada pada kategori 
cukup/sedang dengan rata-rata 2,60 – 3,39 pada semua aspek jamaah haji. 
(3) Kualitas pelayanan ibadah haji yang dianggap “baik” pada jamaah haji yang 
mengikuti KBIH pada aspek: sarana transportasi, pelayanan kesehatan, dan ritual 
haji. (4)  Kualitas pelayanan ibadah haji yang dianggap “kurang baik” pada jamaah 
haji yang mengikuti KBIH  pada aspek: pemondokan, dan makanan. 
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Dan beberapa penelitian lainnya terkait ibadah haji seperti; Implementasi 
Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kemenag Kab. Rembang tahun 2011, 
Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Pada Kelompok Bimbingan 
Ibadah Haji (KBIH) Nahdhatul Ulama Kota Semarang (2009) dan Manajemen 
Pelayanan Manasik Haji Relevansinya dengan Jumlah jamaah haji (Studi kasus di 
KBIH Al-Manshur di Kabupaten Wonosobo Tahun 2013).” Peneliti tidak 
mencantumkan  fokus dan hasil penelitiannya satu per satu disebabkan 
keterbatasan dalam mengaksesnya, sebagian hanya menampilkan fokus 
penelitiannya saja namun tidak mempublikasikan hasil penelitiannya secara umum. 
Penelitian-penelitian yang Peneliti cantumkan diatas merupakan penelitian 
yang ada relevansinya dengan skripsi ini. Penelitian diatas mempunyai fokus 
permasalahan yang berbeda-beda. Namun Peneliti belum mendapatkan penelitian 
yang membahas tentang kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di 
kementerian agama. Rata-rata peneliti diatas mengambil objek penelitian pada 
lembaga-lembaga pembantu pelayanan haji atau dalam hal ini disebut Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan bukan kementerian Agama secara langsung yang 
merupakan penyelenggara utama ibadah haji. Padahal organisasi pemerintah 
peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai ujung akhir dari 
keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia.  
Hal ini beralasan oleh karena kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh 
sektor publik sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Begitu banyak 
pengaduan (keluhan) atau pernyataan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas 
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pelayanan publik. Karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi titik strategis di 
mana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan. 
Dan juga Peneliti tidak mendapatkan penelitian pelayanan ibadah haji yang 
dilakukan di kota Makassar. Padahal diketahui kota Makassar termasuk salah satu 
kota yang memiliki jumlah pendaftar haji terbanyak di Indonesia ini terbukti dari 
daftar tunggu di kementerian agama kota Makassar per tanggal 18 januari 2016 
telah masuk angka  26.217 daftar tunggu (kemenag Makassar: 2016). Sekali pun 
dalam hal ini permasalahan-permasalahan haji yang ada di Makassar juga terjadi 
secara umum di Indonesia namun penting mengkaji secara detail kualitas pelayanan 
penyelenggaraan haji di kementerian agama kota Makassar.  
Point terakhir yang akan membedakan penelitian ini dengan yang lainnya 
adalah penelitian ini mengambil indikator proses untuk melihat sejauh mana 
Kementerian Agama kota Makassar memenuhi kebutuhan calon jamaah haji serta 
dari indikator produk apakah telah sesuai dengan pelaksanaan peraturan. Oleh 
karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas dan termasuk 
penelitian baru. 
Penyelenggaraan ibadah haji pada hakekatnya merupakan pelayanan yang 
termasuk bagian dari pelayanan publik. Setiap pelayanan publik harus 
memperhatikan kepuasan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan 
haji perlu terus dilakukan, sebab hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat 
kepuasan para jamaah yang melaksanakan haji (Syaukani, 2003: 3) 
Tuntutan jamaah untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (service 
excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan ibadah haji. 
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Tuntutan para jamaah untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi 
sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada para jamaah. Kepuasan 
jamaah haji sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
penyelenggara ibadah haji, seperti yang diungkapkan Tjiptono (1996:56), bahwa 
kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan. 
Sudah mafhum, kendati merupakan kegiatan rutin setiap tahun, 
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tidak pernah sepi dari masalah, seperti 
jauhnya pemondokan jamaah dari Masjid al-haram, daya tampung dan fasilitas 
pemondokan yang tidak memadai, transportasi antarjemput jamaah yang kacau, 
adanya pungutan yang tidak bertanggung jawab, distribusi catering yang kacau, 
penundaan keberangkatan dan lain sebagainya. Adanya berbagai masalah tersebut 
sudah barang tentu memberikan dampak tidak baik bagi pemerintah dan jamaah. 
(Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Prof. H. Abd. Rahman Mas‟ud, Ph.D: 
2009) 
Sejalan dengan ungkapan dari Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan 
diatas, peneliti memaparkan beberapa masalah yang sering timbul dalam pelayanan 
haji di kota Makassar atau secara umum di Indonesia yang diambil dari berita-berita 
online, media massa atau keluhan secara langsung. 
Dikutip dari beritakotaonline.com (2006/05) warga keluhkan pelayanan 
pendaftaran haji di depag Makassar. Para Calon Jamaah Haji ini sangat kecewa 
dengan pelayanan yang diberikan oleh Oknum staf Depag kota Makassar berinisial 
HH yang ditempatkan pada bagian Pendaftaran, kata salah satu Calon Jamaah haji 
yang tak disebutkan namanya.  
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“sebagai Pegawai yang ditempatkan pada bagian yang melayani publik 
seperti pada bagian pendaftaran semestinya tidak pantas memberikan 
pelayanan yang tidak bersahabat, seharusnya memberikan pelayanan prima 
kepada siapa saja yang datang kekantor tersebut yang dalam hal ini warga 
yang akan menjadi Calon Haji.” (Calon Jamaah Haji kota Makassar) 
Masalah lainnya adalah kendala bahasa pada saat di Arab Saudi, sekalipun 
selama haji berlangsung terdapat banyak petugas haji Indonesia namun jumlahnya 
begitu sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji. Padahal jamaah haji 
punya juga beberapa kepentingan yang mengharuskan mereka bercakap secara 
mandiri kepada orang Arab yang ditemui, misal pada saat naik taxi, berbelanja ke 
swalayan dan meminta bantuan pada saat di pemondokan. (Suriani Darwis, 2016) 
Berita selanjutnya adalah kepulangan jamaah haji yang mengalami 
penundaan. Termuat di Tempo.co kepulangan jamaah haji Indonesia pada tanggal 
29 September 2015 kembali mengalami penundaan penerbangan. ini merupakan 
penundaan kedua kalinya setelah pada tanggal 28 September 2015 molor selama 
sepuluh jam. Menurut Ketua Komisi Agama DPR, Saleh Partaonan Daulay dalam 
pernyataan tertulis kepada Tempo ada tiga faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya penundaan. Tiga faktor itu adalah birokrasi keimigrasian di bandara, 
kesiapan petugas, dan kepadatan lalu lintas di bandara. (tempo.co/2015) 
Pada haji tahun 2015 juga menoreh catatan hitam pelayanan haji karena 
keterlambatan visa yang mengakibatkan calon jamaah haji yang sudah siap dan 
berada di asrama haji embarkasi Makassar harus menelan pil pahit karena 
penundaan keberangkatan haji ke Arab Saudi padahal seluruh persiapan telah 
dilakukan. (Tempo.Co/22/08/2015) 
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Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Pelayanan Ibadah Haji di 
Kementerian Agama kota Makassar” 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diangkat 
dalam skripsi ini adalah: “Bagaimana kualitas pelayanan ibadah haji di kantor 
kementerian Agama kota Makassar dilihat dari proses dan produk layanan? 
I.3. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan ibadah haji yang diberikan kantor 
kementerian agama kota Makassar dilihat dari proses dan produk layanannya. 
I.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi 
semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya 
good governance dan memberikan masukan bagi masyarakat khususnya 
agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam mewujudkan 
pemerintahan yang baik di Indonesia. Serta memberikan masukan untuk 
kementerian Agama dalam memperbaiki kualitas pelayanan haji 
kedepannya. 
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2. Secara Teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu Administrasi 
dan bagi kalangan Peneliti lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi 
kembali kajian tentang kualitas pelayanan sektor publik dalam memberikan 
pelayanan terkhusus dalam hal penyelenggaraan haji.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Landasan Teori 
Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan 
permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu 
disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan 
dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan 
serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan 
suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan 
antara konsep. (Singarimbun, 1995). Berdasarkan rumusan diatas, maka dalam bab 
ini Peneliti akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik 
tolak landasan berfikir dalam penelitian ini. 
II.1.1 Konsep Kualitas 
 Pengertian atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh banyak 
pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan 
definisi-definisi yang berbeda pula. Goesth dan Davis yang dikutip Tjiptono, 
mengemukakan bahwa kualitas diartikan “sebagai suatu kondisi dinamis dimana 
yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan.”(Tjiptono, 2004:51).  
Kemudian Triguno juga mengungkapkan hal yang senada tentang kualitas, 
yang dimaksud dengan kualitas adalah, “Suatu standar yang harus dicapai oleh 
seseorang atau kelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber 
daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa 
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barang dan jasa.” (Triguno, 1997:76). Pengertian kualitas tersebut menunjukan 
bahwa kualitas itu berkaitan erat dengan pencapaian standar yang diharapkan.  
Berbeda dengan Lukman yang mengartikan kualitas adalah “sebagai janji 
pelayanan agar yang dilayani itu merasa diuntungkan.”(Lukman, 2000:11). 
Kemudian Ibrahim melihat bahwa kualitas itu “sebagai suatu strategi dasar bisnis 
yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 
masyarakat internal dan eksternal, secara eksplisit maupun implisit.” (Ibrahim, 
1997:1). 
Pengertian yang lebih rinci tentang kualitas diberikan oleh Tjiptono, setelah 
melakukan evaluasi dari definisi kualitas beberapa pakar, kemudian Tjiptono 
menarik 7 (tujuh) definisi yang sering dikemukakan terhadap konsep kualitas, 
definisi-definisi kualitas menurut Tjiptono tersebut, adalah sebagai berikut:  
1. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan;  
2. Kecocokan untuk pemakaian;  
3. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan:  
4. Bebas dari kerusakan atau cacat;  
5. Pemenuhuan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat;  
6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal; dan  
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  (Tjiptono,1997:2).  
Dari pengertian tersebut tampak bahwa, disamping kualitas itu menunjuk 
pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu, kualitas juga 
mempunyai pengertian sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan 
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penyempurnaan secara terus menerus dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan 
sehingga dapat memuaskan pelanggan. 
II.1.2 Konsep Pelayanan 
Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong 
menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. 
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 
manusia (Sinambela, 2010:3). Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai 
aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak 
langsung untuk memenuhi kebutuhan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan 
bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) 
apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford (2000) 
didefinisikan sebagai “a system that provides something that the publik needs, 
organized by the government or a private company”. Oleh karenanya, pelayanan 
berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat.  
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 
sekelompok dan / atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 
memenuhi kebutuhan. Konsep pelayanan dalam pendanan bahasa Indonesia 
pelayanan dalam arti bahasa inggris ada 2, yaitu administering dalam administration 
dan servising dalam servis. Konsep adminitration lebih menunjukan sistem (struktur) 
dan proses ketimbangan subtansial kebutuhan manusia dan publik, sedangkan 
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konsep service (servis) sebaliknya. Bahasa Inggris services itu sendiri dapat 
diartikan sebagai proses (pelayanan), dan dapat pula diartikan sebagai produk 
(output, layanan, hasil layanan).  
Menurut Barata (2003:11) dalam konsep pelayanan, di kenal dua jenis 
pelaku pelayanan, yaitu penyedian layanan dan penerima layanan atau service 
provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada 
masyarakat, baik berupa layanan dalam bentuk penyedian dan penyerahan barang 
(goods) atau jasa- jasa (services). Penerima layanan atau service receiver adalah 
pelanggan (custumer) atau masyarakat (consumer) yang menerima layanan dari 
para penyedia layanan. 
Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah 
segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka 
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Menurut Ahmad Batinggi (1998:21) terdapat tiga jenis layanan yang bisa 
dilakukan oleh siapapun, yaitu: 
1. Layanan dengan lisan 
Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan 
Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi, dan bidang-bidang lain yang 
tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang 
memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, 
ada syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu: 
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a. Memahami masalah – masalah yang termasuk ke dalam bidang 
tugasnya. 
b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancar, 
singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang 
memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 
c. Bertingkah laku sopan dan ramah. 
2. Layanan dengan tulisan 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 
dalam melaksanakan tugas. System layanan pada abad informasi ini menggunakan 
sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. 
Layanan tulisan ini terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu, berupa petunjuk 
informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan, agar 
memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga pemerintah. 
Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan laporan, 
pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan sebagainya. Adapun kegunaannya 
yaitu: 
a. Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan. 
b. Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas. 
c. Memperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik 
petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan. 
d. Menuntun orang ke arah yang tepat. 
3. Layanan dengan perbuatan 
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Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas 
petugas yang memiliki faktor keahlian dan keterampilan. Dalam kenyataan sehari-
hari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan 
perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan 
pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui 
hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak. 
 
II.1.2.1  Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan  
Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yang penting guna tercipta 
dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif. Seperti yang dikemukakan 
oleh H.A.S Moenir adalah sebagai berikut:  
a. Faktor Kesadaran  
Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu 
merupakan titik temu atau equilibrium dari berbagai pertimbangan sehingga 
diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam 
jiwa yang bersangkutan. Dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, 
diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, 
kesungguhan, dan disiplin.  
Kesadaran petugas untuk menolong orang lain, memudahkan urusan orang 
lain mendapatkan cinta Allah. Karena Allah Tabaraka wata‟ala menjanjikan surga 
bagi siapa saja yang memudahkan urusan orang lain. “Dan berbuat baiklah, 
sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta‟alaa mencintai orang-orang yang berbuat 
baik.” (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 195) 
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b. Faktor Aturan  
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan 
seseorang. Dalam organisasi kerja aturan dibuat oleh manajemen sebagai pihak 
yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di organisasi kerja tersebut. 
Peraturan tersebut harus diarahakan kepada manusia sebagai subyek aturan, 
artinya mereka yang membuat, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan aturan 
itu, maupun manusia sebagai obyek aturan.  
 
c. Faktor Organisasi  
Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada 
umumnya, namun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya.Sasaran 
pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang memiliki watak dan 
kehendak yang multikompleks. Organisasi perusahaan yang dimaksud yakni 
mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam struktur maupun mekanismenya yang 
akan berperan dalam mutu dan kelancaran pekerjaan.  
d. Faktor Pendapatan  
Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas 
tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau 
badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam jangka awaktu 
tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan baiak untuk 
dirinya sendiri maupun keluarga.  
e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan.  
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Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan 
tugas/pekerjaan berarti dapat melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan 
barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan.Kata kemampuan dengan 
sendirinya juga merupakan kata sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau 
keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar 
ketentuan-ketentuan yang ada.  
f. Faktor Sarana Pelayanan.  
Sarana pelayanan yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu 
dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan 
orang-orang yang sedang membangun dalam organisasi kerja tersebut. Peranan 
sarana pelayanan sangat penting disamping unsur manusianya sendiri, antara lain 
(1) sarana kerja yang meliputi peralatan kerja, perlengkapan kerja dan perlengkapan 
bantu atau fasilitas, (2) fasilitas pelayanan yang meliputi fasilitas ruangan, telepon 
umum dan alat panggil. 
 
II.1.2.2 Pelayanan Jasa 
Kotler (2009) mendefenisikan jasa sebagai tindakan atau perbuatan yang 
dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat 
intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 
Walaupun demikian, produk jasa bias berhubungan dengan produk fisik maupun 
tidak. Maksudnya, ada produk jasa murni dan ada pula jasa yang membutuhkan 
produk fisik sebagai persyaratan utama. 
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Jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai 
berikut: 
1. sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 
2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan 
suatu produk fisk. 
3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikkan. 
4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 
Wyckof (dalam Tjiptono, 2005) kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang 
diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 
keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan 
kebutuhan dan keinganan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 
harapan penerima jasa. 
Menurut Kasmir (2005), Pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan 
yang diberikan kepada orang lain disertai keramahan dan kemudahan dalam 
memenuhi kebutuhan mereka. 
Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau 
organisasi untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atau nasabah. Tindakan 
tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani penerima jsa. Artinya 
aparatur pemerintah langsung berhadapan dengan penerima jasa atau menetapkan 
sesuatu dimana penerima jasa sudah tahu tempatnya atau pelayanan melalui 
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telepon. Tindakan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan penerima jasa akan 
suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan. 
II.1.2.3 Pengembangan Model Manajemen Pelayanan 
Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia diatur dalam beberapa  peraturan 
berikut :  
1. Kepmen PAN No.90 / MENPAN /1989 tentang Delapan Program Strategis 
Pemicu Pendayagunaan Adm. Negara. Diantara 8 program strategis tersebut 
salah satunya adalah tentang penyederhanaan pelayanan publik. 
2. Kepmen PAN No.1 / 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. 
Yang antara lain mengatur tentang azas pelayanan umum, tata laksana 
pelayanan umum, biaya pelayanan umum,dan penyelesaian persoalan dan 
sengketa. 
3. Inpres No. 1 / 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan 
Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat. Inpres RI kepada MENPAN untuk 
mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dengan departemen / 
instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk memperbaiki dan 
meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat baik 
yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan 
maupun kemasyarakatan. 
4. Kepmen PAN No. 06 / 1995 tentang Pedoman Penganugrahan Penghargaan 
Abdisatyabakti bagi unit kerja / Kantor Pelayanan Percontohan. 
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5. Instruksi Mendagri No. 20 / 1999.Gubernur KDH TK I dan Bupati / Walikota 
madya KDH TK II diseluruh Indonesia diinstruksikan untuk : (a). mengambil 
langkah-langkah penyederhanaan perijinan beserta pelaksanaannya; (b). 
memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di 
bidang usaha; dan (c). menyusun buku petunjuk pelayanan perijinan di 
daerah. 
6. SE Dirjen PUOD No. 503/125 / PUOD tanggal 16 Januari 1996, Kepada 
seluruh Pemda TK II untuk membentuk unit pelayanan terpadu pola satu 
atap secara bertahap, yang operasionalnya dituangkan dalam Keputusan 
Bupati / Walikota madya KDH TK II.  
7. SE Mendagri No. 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002, tentang Pelaksanaan 
kewenangan wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
8. Kep. MENPAN No. 63/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. 
9. Kep.MENPAN No. 25/2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas 
Pelayanan. 
10. Kep. MENPAN No. 26/2004 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. 
11. Kep.MENPAN No. 119/2004 tentang Pemberian Tanda Penghargaan “Citra 
Pelayanan Prima” 
II.1.3 Kualitas Pelayanan 
Berikut beberapa pengertian dan definisi tentang Kualitas Pelayanan. 
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, 
manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 
2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan penyampaiannya 
dalam mengimbangi harapan masyarakat (Tjiptono, 2007). 
Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 
membandingkan persepsi para masyarakat atas pelayanan yang nyata-nyata 
mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / 
inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang 
diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka 
kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima 
melampaui harapan masyarakat, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat 
baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 
Yong dan Loh (2003:146) memberikan suatu pengertian bahwa konsep 
kualitas layanan adalah suatu kecocokan untuk penggunaan (fitness for yours) yang 
bertujuan untuk menemukan suatu pemikiran yang jelas dari proses pemikiran yang 
melahirkan adanya suatu pemahaman yang tidak sulit untuk dipahami, karena 
tujuannya jelas dan prosesnya merupakan continue quality improvement (proses 
yang berkelanjutan).  
Parasuraman (2001:165) menyatakan bahwa konsep kualitas layanan  
adalah suatu pengertian yang kompleks tentang mutu, tentang memuaskan atau 
tidak memuaskan. Konsep kualitas layanan dikatakan bermutu apabila pelayanan 
yang diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang dirasakan (bermutu). 
Dikatakan konsep kualitas layanan  memenuhi harapan, apabila pelayanan yang 
diharapkan sama dengan yang dirasakan (memuaskan). Demikian pula dikatakan 
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persepsi tidak memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan lebih besar 
daripada pelayanan yang dirasakan (tidak bermutu).  
Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. Beberapa contoh 
definisi yang kerap kali dijumpai antara lain (Fandy Tjiptono 2002) 
a. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, 
b. Kecocokan untuk pemakaian, 
c. Perbaikan/ penyempurnaan berkelanjutan, 
d. Bebas dari kerusakan/ cacat, 
e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 
Gronroos (dalam Edvarsson, Thomasson, dan Ovretveit, 1994) menyatakan 
bahwa ada tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas pelayanan, yaitu outcome 
related, process related, image related criteria. Ketiga kriteria tersebut masih dapat 
dijabarkan menjadi enam unsur, yaitu: 
a. Professionalism and Skill: Kriteria ini merupakan outcome related criteria, 
dimana pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa (service provider), karyawan, 
sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan 
yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara profesional. 
b. Attitudes and Behavior: Kriteria ini adalah process related criteria. Pelanggan 
merasa bahwa karyawan perusahaan (contact personnel) menaruh perhatian 
terhadap mereka dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka 
secara spontan dan senang hati. 
c. Accessibility and Flexibility: Kriteria ini termasuk dalam process related criteria. 
Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan dan sistem 
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operasionalnya dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan 
dapat melakukan akses dengan mudah. 
d. Reliability and Trustworthiness: Kriteria ini juga termasuk dalam process 
related criteria. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa 
mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan 
sistemnya. 
e. Recovery: Kriteria ini termasuk dalam process related criteria. Pelanggan 
menyadari bahwa bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak 
diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk 
mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat. 
f. Reputation and Credibility: Kriteria ini merupakan image related criteria. 
Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan 
memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya. 
Sedangkan menurut Rust dan Oliver (1994) dimana keseluruhan persepsi 
dari kualitas pelayanan berdasarkan pada penilaian masyarakat dilihat dari tiga 
model, yaitu: 
a. Produk jasa (Service Product). 
b. Penyampaian Jasa (Service Delivery). 
c. Kualitas Lingkungan (Service Environment). 
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Gambar 1 Three-Component Model 
(Rust and Oliver 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Jurnal Michael K. Brady & J. Joseph Cronin Jr (2001) 
 
Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan 
yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung 
banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan mengartikannya secara 
berlainan tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa 
kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada 
elemen sebagai berikut: 
1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 
Berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya ditentukan 
oleh pihak yang melayani saja tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang 
dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur 
Service 
Quality 
Service 
Product 
Service 
Delivery 
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kualtias pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi 
kepuasannya. (Atep Adya Barata 2006:38) 
 Kualitas pelayanan menurut Ciptono (1992:2), kualitas berarti: 
1. Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan 
2. Kecocokan untuk pemakaian 
3. Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan 
4. Bebas dari kerusakan/cacat 
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat 
6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal 
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 
Sedangkan kualitas pelayanan mengacuh kepada pengertian: 
1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik langsung maupu 
aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasan atas 
pengguna produk itu. 
2. Kualitas terdiri dari segal sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 
kerusakan (Gasperz, 1995:5) 
Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas 
pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang 
berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis.  
Gaspersz (2008) menjelaskan bahwa dimensi dari kualitas produk ini meliputi 
8 dimensi, yang terdiri dari :  
1) Kinerja (performance)  
30 
 
Yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat didefinisikan 
sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. Performance sebuah produk 
merupakan pencerminan bagaimana sebuah produk itu disajikan atau ditampilkan 
kepada konsumen. Tingkat pengukuran Performance pada dasarnya mengacu pada 
tingkat karakteristik dasar produk itu beroperasi. Sebuah produk dikatakan memiliki 
Performance yang baik bilamana dapat memenuhi harapan. Bagi setiap produk/jasa, 
dimensi performance bisa berlainan, tergantung pada functional value yang 
dijanjikan oleh perusahaan.  
2) Keandalan (reliability)  
Yaitu tingkat kendalan suatu produk atau konsistensi keandalan sebuah 
produk didalam proses operasionalnya dimata konsumen. Reliability sebuah produk 
juga merupakan ukuran kemungkinan suatu produk tidak akan rusak atau gagal 
dalam suatu periode waktu tertentu. Sebuah produk dikatakan memiliki Reliability 
yang tinggi bilamana dapat menarik kepercayaan dari konsumen terkait kualitas 
keandalan sebuah produk.  
Dimensi performance dan reliabilitysekilas hampir sama tetapi mempunyai 
perbedaan yang jelas. Reliability lebih menunjukkan probabilitas produk 
menjalankan fungsinya.  
3) Keistimewaan tambahan (feature)  
Yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai 
tingkat kelengkapan atribut - atribut yang ada pada sebuah produk. Pada titik 
tertentu, performance dari setiap merek hampir sama tetapi justru perbedaannya 
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terletak pada fiturnya. Ini juga mengakibatkan harapan konsumen terhadap dimensi 
performance relatif homogen dan harapan terhadap fitur relatif heterogen. 
4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications)  
Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar - 
standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat 
dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang 
dijanjikan. Definisi diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat Conformance sebuah 
produk dikatakan telah akurat bilamana produk - produk yang dipasarkan oleh 
produsen telah sesuai perencanaan perusahaan yang berarti merupakan produk - 
produk yang mayoritas diinginkan konsumen.  
5) Daya tahan (durability)  
Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan dan 
dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan 
dalam kondisi normal. 
6) Kemampuan melayani (service ability)  
Meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta 
penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu 
ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. Disini artinya 
bilamana sebuah produk rusak atau gagal maka kesiapan perbaikan produk tersebut 
dapat diandalkan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.  
7) Estetika (Aesthethics) 
Yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan 
sebagai atribut - atribut yang melekat pada sebuah produk, seperti warna, model 
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atau desain, bentuk, rasa, aroma dan lain - lain. Pada dasarnya Aesthetics 
merupakan elemen yang melengkapi fungsi dasar suatu produk sehingga kinerja 
sebuah produk akan menjadi lebih baik dihadapan konsumen.  
8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality)  
Yaitu kualitas yang dirasakan. Bilamana diterapkan pada pengukuran 
kualitas produk maka perceived quality merupakan kualitas dasar yang dimiliki 
sebuah produk. 
 
II.1.3.1 Teori-teori kualitas pelayanan 
Dalam studinya Parasuraman menyimpulkan terdapat 5 (lima) dimensi 
SERVQUAL (dimensi kualitas pelayanan).: 
1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 
sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah 
bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas 
fisik (gedung, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan 
(teknologi), serta penampilan pegawainya. 
2. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan organisasi untuk memberikan 
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 
dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 
untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi 
yang tinggi. 
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3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk membantu 
dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 
dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan masyarakat menunggu 
tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas 
pelayanan. 
4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 
dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 
pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain, 
komunikasi (communicatioon), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 
kompeten (competence), dan sopan santun (courtesy). 
5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 
pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 
keinginan masyarakat. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian 
dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 
spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
Hal ini diperkuat dengan Kep. MENPAN No. 63/2003 prinsip penyelenggaran 
pelayanan adalah sebagai berikut: 
a. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal: (1) persyaratan teknis dan 
administratif pelayanan publik; (2) unit kerja/pejabat yang berwenang 
dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan / sengketa dalam pelaksanaan 
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pelayanan publik; (3) rincian biaya pelayanan publik dan tatacara 
pembayaran. 
c. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
d. Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan 
sah. 
e. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik / pejabat 
yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan 
dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedianya sarana prasarana 
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 
termasuk sarana telematika. 
h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan 
teknologi telematika. 
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam 
memberi pelayanan. 
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j. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas 
pendukung seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. 
Sesuai dengan Kep.MENPAN No. 63/2004 penyelenggaraan pelayanan 
harus memenuhi azas-azas sebagai berikut : 
1. Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas; dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
3. Kondisional; sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan  dengan tetap berprinsip pada efesiensi dan efektifitas. 
4. Partisipatif; mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
5. Kesamaan hak ; tidak deskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban; pemberi dan penerima pelayanan publik 
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. 
Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003, pelayanan publik sekurang-
kurangnya meliputi: 
a.    Prosedur pelayanan; yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan. 
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b.    Waktu penyelesaian; yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan. 
c.    Biaya pelayanan; termasuk rincian tarif yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
d.    Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
e.    Sarana dan  prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 
yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
f.     Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
diperlukan. 
Sementara menurut Surjadi (2012) bahwa hakikat pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan 
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu pengembangan 
kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik, 
yakni: unsur kelembagaan penyelenggaraan pelayanan, proses pelayanannya serta 
sumber daya manusia pemberi pelayanan. Dalam hubungan ini maka upaya 
peningkatan kinerja pelayanan publik senantiasa berkenaan dengan pengembangan 
tiga unsur pokok tersebut. 
Sebagaimana pengertian umum pelayanan publik menurut kepmenpan 
nomor 63 tahun 2003, maka pelayanan publik diselenggarakan untuk pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pelayanan publik yang prima menurut Surjadi (2012) dapat dinilai dari 
dimensi dibawah ini: 
a) Proses 
- Kelembagaan 
- Sumber Daya Manusia 
- Mekanisme 
- Sarana dan Prasarana  
 
b) Produk 
- Jenis 
- Kualitas 
- Kuantitas 
Produk layanan yang dibutuhkan oleh public tentu didasarkan pada public 
interest maupun public affairs dengan kualitas yang memuaskan atau tidak 
seadanya. Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakt berarti memiliki kewajiban 
memberikan pelayanan umum pada public yang pada dasarnya sangat kompleks 
dan multidimensional disamping sebagai abdi Negara. 
Dalam pelaksanaan kewajiban memberikan pelayanan publik ini, aparatur 
pemerintah dituntut adanya kepekaan (responsiveness) terhadap kepentingan public 
dan tanggungjawab (responsibility) dalam pelaksanaan tugas serta produk 
layananannya sesuai dengan tuntutan public (representativeness). 
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II.1.4 Konsep Ibadah Haji 
II.1.4.1 Pengertian Haji  
Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali 
seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Haji adalah 
salah satu rukun Islam yang lima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual 
tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan 
dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa 
kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah. 
Secara estimologi (bahasa), Haji berarti niat (Al Qasdu), sedangkan menurut 
syara‟ berarti Niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus.Temat-
tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi diatas adalah selain Ka‟bah dan Mas‟a 
(tempat sa‟i), juga Padang Arafah (tempat wukuf), Muzdalifah (tempat mabit), dan 
Mina (tempat melontar jumrah). 
Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji 
yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan 
ibadah tertentu ialah thawaf, sa‟i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontar jumrah, dan 
mabit di Mina. 
 
II.1.4.2 Tujuan Haji 
Haji merupakan syiar yang agung dan ibadah yang mulia, dengannya 
seorang hamba akan mendapatkan rahmat dan berkah yang menjadikan setiap 
orang muslim sangat rindu untuk segera melaksanakannya. 
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Sesungguhnya haji merupakan jalan menuju syurga dan membebaskan diri 
dari api neraka. Rasulullah shallallahu „alaihi wassalam bersabda : “ Haji yang 
mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga. “ (HR. Bukhari dan Muslim) 
 “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit 
itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah 
kebajikan memasukirumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah 
kebajikan orang yangbertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-
pintunya; dan bertakwalahkepada Allah agar kamu beruntung.” (Terjemahan Q.S Al-
baqarah 189) 
"Sesungguhnya Allah membanggakan jamaah haji kepada para malaikat, 
Allah berfirman, „Lihatlah kepada hamba-hambaKu, mereka datang kepadaKu 
dengan kusut dan berdebu, „dari segenap penjuru yang jauh‟, (Terjemahan QS. Al-
Haj: 27); Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa Aku telah mengampuni 
mereka‟.(HR. Ibnu Khuzaimah, no.2840) 
Ibadah haji sebagaimana bisa membawa kepada kejayaan di akhirat, begitu 
juga bisa menyelamatkan dari kefakiran, sebagaimana hadist Ibnu Mas‟ud 
bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wassalam bersabda : “Laksanakanlah haji 
dan umrah, karena keduanya menghapus kefakiran dan dosa sebagaimana api 
menghilangkan karat dari besi.” (HR. Tirmidzi) 
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Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
terbesar dari ibadah haji adalah untuk mendekatkan diri dan memperoleh ampunan 
dari Allah Subhanahu wata‟ala. 
II.1.4.3 Ruang Lingkup Penyelenggaraan Haji 
Pelayanan haji dan umrah yang dikelola oleh Pemerintah melalui 
Kementerian Agama Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang No. 13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam hal ini Kementerian 
Agama dalam menjalankan pelayanan jamaah haji adalah memberikan pelayanan 
yang dibutuhkan oleh jamaah haji mulai dari proses pendaftaran sampai dengan 
proses pemberangkatan jamaah haji ke tanah suci Makkah, yang bekerjasama 
dengan instansi terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. 
Adapun ruang lingkup penyelenggaraan haji sebagaimana diatur oleh 
Undang-Undang Republik Indonesia, meliputi: 
1) Pelayanan 
Adapun pengertian pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui 
aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan pun diartikan sebagai setiap 
kegiatan/manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada 
dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 
2) Pembinaan 
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Pembinaan adalah membangun, mengusahakan, mengembangkan 
kemampuan secara bersama-sama dalam kegiatan ibadah haji demi 
terlaksananya cita-cita ibadah haji. 
Dengan demikian pembinaan haji adalah mengkoordinasi, mengarahkan 
dengan mengembangkan kemampuan secara bersama-sama dalam kegiatan 
ibadah haji demi terlaksananya cita-cita ibadah haji. 
3) Perlindungan 
Perlindungan adalah sebuah harapan yang dimiliki masing-masing jamaah 
dalam menunaikan ibadah di tanah suci dan semua itu terfasilitasi dengan cara 
menggunakan asuransi ketika jamaah masih berada di dalam pesawat, akan 
tetapi disaat jamaah sudah berada di tanah suci keselamatan jiwa masing-masing 
sudah menjadi tanggungjawab instansi/lembaga. 
II.1.4.4 Kegiatan Pelayanan Haji 
Adapun kegiatan penyelenggaraan haji dan umrah meliputi: 
1) Administrasi 
Administrasi adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan dan melibatkan 
semua orang secara bersama dalam organisasi untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan. Mulai dari proses pendaftaran, pembayaran, 
surat keimigrasian. 
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2) Bimbingan Manasik 
Bimbingan manasik haji dan umrah dapat dilakukan tiga bagian, yaitu: 
a) Pra haji adalah agar para jama‟ah mengerti dan memahami bagaimana cara 
beribadah haji dan umrah nanti ketika berada di tanah suci. 
b) Ketika berlangsung adalah bimbingan yang dilakukan ketika berada di tanah 
suci dengan cara pembimbing dapat mendampingi, memberi pengarahan 
kepada jamaah, agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tata 
cara ibadah haji. 
c) Paska haji yaitu bimbingan ini dilakukan setelah pelaksanaan ibadah haji dan 
umrah, untuk mempertahanakn kemabruran haji dan umrah. 
3) Transportasi 
Transportasi yang aman dan lancar memegang peran yang cukup 
menentukan dalam pelaksanaan haji. Pergerakan calon jamaah haji dari daerah 
asal, dimana perjalanan dimulai, menuju ke Arab Saudi sampai kembali ke daerah 
asal, dimana perjalanan diakhiri, memerlukan sarana transportasi yang sesuai 
dengan jarak tempuh perjalanan dan volume angkut (orang dan barang). 
4) Akomodasi 
Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara 
ibadah haji dan umrah adalah akomodasi. Akomodsi harus diberikan dengan baik 
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dan memuaskan sehingga para jamaah lebih khusyu‟ dalam menjalankan ibadah 
haji dan umrah. 
Yang dimaksud dengan akomodasi adalah wahana yang menggunakan 
pelayanan jasa penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum 
serta jasa lainnya. 
5) Konsumsi 
Kelayakan dalam penyajian makanan yang memenuhi standar gizi dan 
higienis merupaakn service yang menjadikan jamaah merasa nyaman dan adanya 
kepuasan tersendiri hingga pada akhirnya jamaah merasakan perhatian yang 
lengkap dan dalam perjalanan panjang ibadah haji maupun umrah, dan biaya yang 
mereka keluarkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah menjadi balance 
bila dikomparasikan dengan fasilitas yang mereka terima dan rasakan. 
6) Kesehatan 
Pelayanan kesehatan ini dilakukan sebelum berangkat ke tanah suci seperti 
medical chek up, suntikan vaxin meningitis dan suntikan faxin HINI. 
Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan 
kesehatan calon jamaah haji untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam keadaan 
sehat antara lain tidak menularkan atau ketularan penyakit selama menjalankan 
ibadah haji tersebut dan setelah kembali ke tanah air. 
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II.2 KERANGKA PIKIR 
Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka sebelumnya 
maka untuk melengkapi kerangka pikir pada penelitian ini, Peneliti berpedoman 
dengan teori dari Surjadi (2012) dalam buku Pengembangan Kinerja Pelayanan 
Publik dan berikut standar pelayanan prima yang dimaksud: 
1. Proses 
  Sebuah pelayanan dikatakan berkualitas umumnya dilihat dari prosesnya, 
bukan hasilnya (Brady & Cronin: 2001). Karena jasa tidak berwujud maka 
mengharuskan masyarakat hadir selama proses pelayanan. Aspek proses meliputi 
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, mekanisme serta sarana dan prasarana yang 
digunakan selama pelayanan berlangsung.  
  Namun dalam hal ini peneliti tidak menggunakan indikator kelembagaan 
dalam penelitian ini disebabkan karena untuk menilai kelembagaan maka dilihat dari 
beberapa sub indikator, yaitu struktur organsasi, pembagian kerja, SDM, dan sarana 
dan prasarana. Sementara sub indikator ini akan pula dijelaskan ditiga indikator yaitu 
SDM, Mekanisme dan Sarana dan Prasarana. Maka untuk mengefektifkan penelitian 
ini maka peneliti langsung memfokuskan indikator kelembagaan pada ketiga 
indikator lainnya yaitu SDM, Mekanisme dan Sarana dan Prasarana. 
 
a. Sumber Daya Manusia 
  Kompetensi petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada calon 
jamaah haji yang dapat dinilai berdasarkan prinsip pelayanan yang ditetapkan oleh 
keputusan Menpan nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu, kejelasan petugas 
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pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan serta 
kesopanan dan keramahan petugas. 
  Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya). 
  Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
  Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada calon 
jamaah haji kota Makassar. 
  Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati. 
b. Mekanisme 
  Mekanisme adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu 
sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-
cara yang harus ditempuh dalam rangkai penyelesaian sesuatu pelayanan. 
  Mekanisme pelayanan publik harus sederhana dan jelas serta diwujudkan 
dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. 
  Kesederhanaan adalah penerima pelayanan merasakan segala prosedur 
pendaftaran haji reguler tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan. 
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  Kejelasan pelayanan adalah jelas persyaratan teknis dan administrasi 
pelayanannya, unit kerja/pejabat yang berwenang dalam memberikan  pelayanan, 
dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran haji. 
c. Sarana dan Prasarana 
  Sarana dan prasarana pelayanan ibadah haji yang dimaksud adalah 
penyediaan yang memadai oleh penyelenggara ibadah haji kementerian agama kota 
Makassar. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika. 
  Sarana dan prasarana kerja yang dimaksud adalah dilihat dari gedung, 
ruangan, kursi dan meja yang disediakan untuk kemudahan pelayanan. Termasuk 
menciptakan lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat. 
  Fasilitas pendukung pelayanan yang dimaksud adalah seperti parkir, toilet, 
tempat ibadah dan lain-lain. 
2. Produk 
  Dalam memberikan pelayanan haji harus akurat. Produk pelayanan tidak 
boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, dan tidak meragukan 
keabsahannya.  Adapun aspek produk layanan yaitu menyangkut jenis, kualitas dan 
kuantitas produk layanan haji.  
  Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil dua indikator saja, 
yaitu kualitas dan kuantitas dan tidak memasukkan jenis sebagai sebuah indikator. 
Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini, jenis pelayanan yang diteliti hanya 
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Ibadah Haji Reguler di Kementerian Agama kota Makassar. Jenis lainnya yaitu 
Ibadah Haji ONH Plus dan Ibadah Umrah, tidak menjadi fokus penelitian ini. Dan 
berikut pemaparan indikator tersebut: 
a. Kualitas 
  Dari 8 point mengenai kualitas produk yang diungkapkan oleh. Gaspersz 
(2008), peneliti hanya mengambil 3 point yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 
Performance, Features, dan perceived quality. 
Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari pelayanan haji 
dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. 
Performance sebuah pelayanan haji merupakan pencerminan bagaimana sebuah 
pelayanan haji itu disajikan atau ditampilkan kepada calon/jamaah haji. Tingkat 
pengukuran Performance pada dasarnya mengacu pada tingkat karakteristik dasar 
pelayanan haji itu beroperasi. Pelayanan haji dikatakan memiliki Performance yang 
baik bilamana dapat memenuhi harapan.  
 Keistimewaan tambahan (feature) yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap 
dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut - atribut yang ada 
pelayanan haji. Pada titik tertentu, performance dari setiap pelayanan hampir sama 
tetapi justru perbedaannya terletak pada fiturnya. Ini juga mengakibatkan harapan 
calon jamaah haji terhadap dimensi performance relatif homogen dan harapan 
terhadap fitur relatif heterogen.  
Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu kualitas yang dirasakan. 
Bilamana diterapkan pada pengukuran kualitas pelayanan haji maka perceived 
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quality merupakan kualitas dasar yang dimiliki pelayanan haji di Kementerian Agama 
kota Makassar. 
b. Kuantitas 
  Kuantitas berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 
Dalam hal pelayanan ibadah haji reguler adalah kuota jamaah haji setiap tahun 
sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 951/IV/Tahun 2015 
tentang penetapan kuota Haji kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Musim 
Haji tahun 1436 H/2015. 
Gambar 2 
Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang 
dilakukan bersifat deskriptif. Narbuko & Achmadi (2004:44) memberikan pengertian 
penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 
sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 
menginterprestasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif. 
Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel 
mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 
dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha 
mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, 
sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran 
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Danim 
(2002:41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif, yaitu: 
1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. 
Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi 
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semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan 
antarvariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan; 
2. Dilakukan secara survey. Oleh karena itu, penelitian deskriptif sering disebut 
juga sebagai penelitian survey. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat 
mencakup seluruh metode penelitian, kecuali bersifat historis dan 
eksperimental; 
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail; 
4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi 
keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; dan 
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu 
dalam waktu yang bersamaan. 
III.2 Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat yang dibutuhkan untuk 
penelitian ini, maka yang akan menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah Kantor 
Kementerian Agama kota Makassar, karena tempat tersebut merupakan pusat 
pelayanan haji untuk kota Makassar. 
III.3 Informan 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, 
melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih 
jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini Peneliti 
menggunakan metode purpose sampling. Purpose sampling adalah pengambilan 
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sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan 
berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 1987:157). 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kepala seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah di kantor Kementerian Agama 
kota Makassar. 
2. Pegawai Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota 
Makassar. 
3. Pegawai  Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara ibadah Haji (BPS – 
BPH) 
4. Masyarakat yang pernah atau yang sedang menggunakan jasa pelayanan 
haji kementerian Agama kota Makassar. 
III.4 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Dalam penelitian 
ini, yang menjadi fokus penelitian adalah kualitas pelayanan dari penyelenggara 
ibadah haji reguler di kota Makassar dalam hal ini adalah Kementerian Agama kota 
Makassar dengan menggunakan teori dari Surjadi (2012) dalam buku 
Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik dan berikut standar pelayanan prima yang 
dimaksud: 
Sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada kerangka fikir sebelumnya 
maka untuk melengkapi penelitian ini, Peneliti berpedoman dengan teori dari Surjadi 
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(2012) dalam buku Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik dan berikut standar 
pelayanan prima yang dimaksud: 
1. Proses 
  Sebuah pelayanan dikatakan berkualitas umumnya dilihat dari prosesnya, 
bukan hasilnya (Brady & Cronin: 2001). Karena jasa tidak berwujud maka 
mengharuskan masyarakat hadir selama proses pelayanan. Aspek proses meliputi 
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, mekanisme serta sarana dan prasarana yang 
digunakan selama pelayanan berlangsung.  
  Namun dalam hal ini peneliti tidak menggunakan indikator kelembagaan 
dalam penelitian ini disebabkan karena untuk menilai kelembagaan maka dilihat dari 
beberapa sub indikator, yaitu struktur organsasi, pembagian kerja, SDM, dan sarana 
dan prasarana. Sementara sub indikator ini akan pula dijelaskan ditiga indikator yaitu 
SDM, Mekanisme dan Sarana dan Prasarana. Maka untuk mengefektifkan penelitian 
ini maka peneliti langsung memfokuskan indikator kelembagaan pada ketiga 
indikator lainnya yaitu SDM, Mekanisme dan Sarana dan Prasarana. 
 
a) Sumber Daya Manusia 
  Kompetensi petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada calon 
jamaah haji yang dapat dinilai berdasarkan prinsip pelayanan yang ditetapkan oleh 
keputusan Menpan nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu, kejelasan petugas 
pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan serta 
kesopanan dan keramahan petugas. 
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  Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggungjawabnya). 
  Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
  Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada calon 
jamaah haji kota Makassar. 
  Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati. 
b) Mekanisme 
  Mekanisme adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu 
sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-
cara yang harus ditempuh dalam rangkai penyelesaian sesuatu pelayanan. 
  Mekanisme pelayanan publik harus sederhana dan jelas serta diwujudkan 
dalam bentuk bagan alir (flow chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. 
  Kesederhanaan adalah penerima pelayanan merasakan segala prosedur 
pendaftaran haji reguler tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan. 
  Kejelasan pelayanan adalah jelas persyaratan teknis dan administrasi 
pelayanannya, unit kerja/pejabat yang berwenang dalam memberikan  pelayanan, 
dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran haji. 
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c) Sarana dan Prasarana 
  Sarana dan prasarana pelayanan ibadah haji yang dimaksud adalah 
penyediaan yang memadai oleh penyelenggara ibadah haji kementerian agama kota 
Makassar. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika. 
  Sarana dan prasarana kerja yang dimaksud adalah dilihat dari gedung, 
ruangan, kursi dan meja yang disediakan untuk kemudahan pelayanan. Termasuk 
menciptakan lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat. 
  Fasilitas pendukung pelayanan yang dimaksud adalah seperti parkir, toilet, 
tempat ibadah dan lain-lain. 
2. Produk 
  Dalam memberikan pelayanan haji harus akurat. Produk pelayanan tidak 
boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, dan tidak meragukan 
keabsahannya.  Adapun aspek produk layanan yaitu menyangkut jenis, kualitas dan 
kuantitas produk layanan haji.  
  Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil dua indikator saja, 
yaitu kualitas dan kuantitas dan tidak memasukkan jenis sebagai sebuah indikator. 
Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini, jenis pelayanan yang diteliti hanya 
Ibadah Haji Reguler di Kementerian Agama kota Makassar. Jenis lainnya yaitu 
Ibadah Haji ONH Plus dan Ibadah Umrah, tidak menjadi fokus penelitian ini. Dan 
berikut pemaparan indikator tersebut: 
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a) Kualitas 
  Dari 8 point mengenai kualitas produk yang diungkapkan oleh. Gaspersz 
(2008), peneliti hanya mengambil 3 point yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 
Performance, Features, dan perceived quality. 
Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari pelayanan haji 
dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. 
Performance sebuah pelayanan haji merupakan pencerminan bagaimana sebuah 
pelayanan haji itu disajikan atau ditampilkan kepada calon/jamaah haji. Tingkat 
pengukuran Performance pada dasarnya mengacu pada tingkat karakteristik dasar 
pelayanan haji itu beroperasi. Pelayanan haji dikatakan memiliki Performance yang 
baik bilamana dapat memenuhi harapan.  
 Keistimewaan tambahan (feature) yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap 
dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut - atribut yang ada 
pelayanan haji. Pada titik tertentu, performance dari setiap pelayanan hampir sama 
tetapi justru perbedaannya terletak pada fiturnya. Ini juga mengakibatkan harapan 
calon jamaah haji terhadap dimensi performance relatif homogen dan harapan 
terhadap fitur relatif heterogen.  
Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu kualitas yang dirasakan. 
Bilamana diterapkan pada pengukuran kualitas pelayanan haji maka perceived 
quality merupakan kualitas dasar yang dimiliki pelayanan haji di Kementerian Agama 
kota Makassar. 
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b) Kuantitas 
  Kuantitas berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 
Dalam hal pelayanan ibadah haji reguler adalah kuota jamaah haji setiap tahun 
sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 951/IV/Tahun 2015 
tentang penetapan kuota Haji kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Musim 
Haji tahun 1436 H/2015. 
III.5. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti 
dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data 
melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan. 
2. Observasi 
Observasi, yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data 
yang relevan dengan objek penelitian.  
3. Dokumentasi 
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III.6. Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 
menelaan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 
pengamatan yang sudah ditulisakan dalam catatan lapangan, dokumen dan 
sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam melakukan analisis data 
peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman 
yang dikutip oleh Lexi J. Moleong terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data 
yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai 
dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan. 
3. Uji Confirmability, berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian 
merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 
tersebut telah memenuhi standar confirmability-nya. Penyajian data (data 
display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, 
grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman 
penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel 
ataupun uraian penjelasan. 
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Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara 
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di 
lapangan sehingga data-data di uji validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
IV.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kementerian Agama RI 
Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu 
Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian 
dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama 
dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 9 Juni 2014 
dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin. 
Realitas politik menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa 
pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Dalam rapat 
besar (sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu 
diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama 
yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya memberi jaminan kepada umat Islam 
(masjid, langgar, surau, wakaf) yang di tanah Indonesia dapat dilihat dan dirasakan 
artinya dengan kesungguhan hati. Tetapi usulnya tentang ini tidak begitu mendapat 
sambutan.  
Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
melangsungkan sidang hari Minggu, 19 Agustus 1945 untuk membicarakan 
pembentukan kementerian/departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak 
disepakati oleh anggota PPKI. Hanya enam dari 27 Anggota PPKI yang setuju 
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didirikannya Kementerian Agama. Beberapa anggota PPKI yang menolak antara 
lain: Johannes Latuharhary mengusulkan kepada rapat agar masalah-masalah 
agama diurus Kementerian Pendidikan. Abdul Abbas seorang wakil Islam dari 
Lampung, mendukung usul agar urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. 
Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya 
Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama 
seharusnya tidak diurus kementerian khusus. Ki Hadjar Dewantara, tokoh 
pendidikan Taman Siswa, lebih suka urusan-urusan agama menjadi tugas 
Kementerian Dalam Negeri. Dengan penolakan beberapa tokoh penting ini, usul 
pembentukan Kementerian Agama akhirnya ditolak.  
Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam kabinet 
Indonesia yang pertama, menurut B.J. Boland, telah meningkatkan kekecewaan 
orang-orang Islam yang sebelumnya telah dikecewakan oleh keputusan yang 
berkenaan dengan dasar negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam 
Jakarta.  
Ketika Kabinet Presidensial dibentuk di awal bulan September 1945, jabatan 
Menteri Agama belum diadakan. Demikian halnya, di bulan Nopember, ketika 
kabinet Presidential digantikan oleh Kabinet Parlementer di bawah Perdana Menteri 
Sjahrir. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BP-
KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 11 Nopember 
1946 oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro, yang 
semuanya merupakan anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Usulan ini 
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mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan 
Kartosudarmo yang semuanya juga merupakan anggota KNIP untuk kemudian 
memperoleh persetujuan BP-KNIP.  
Kelihatannya, usulan tersebut kembali dikemukakan dalam sidang pleno BP-
KNIP tanggal 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. 
Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas 
keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara 
Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya 
disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan 
atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu 
Kementerian Agama tersendiri.  
Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam 
yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden 
Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian 
menyatakan, bahwa Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian 
pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 januari 1946 pemerintah 
mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik 
Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional 
Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. 
Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah 
melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh 
Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah 
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seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari 
dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat 
itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku 
menteri negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas 
mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.  
Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula 
berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang 
berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan 
haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang 
Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan 
Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-
sekolah.  
Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI 
ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi 
BA sebagai Menteri Agama yang pertama Pembentukan Kementerian Agama 
segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya 
memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan 
sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor 
Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari 
Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa 
kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama 
ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang 
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sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-
urusan keagamaan.  
IV.1.2  Tugas dan Fungsi Kementerian Agama RI 
Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang 
keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian 
Agama menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan 
masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, 
penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; 
b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 
Agama; 
c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Agama; 
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; 
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian Agama di daerah; 
f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; 
g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang 
agama dan keagamaan; 
h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan 
64 
 
i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 
Kementerian Agama. 
 
IV.1.3 Visi Dan Misi Kementerian Agama RI 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang 
Visi dan misi. 
Visi 
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun cerdas, mandiri dan 
sejahtera lahir dan batin. 
Misi 
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama 
3. Meningkatkan kualitas raudathul atfal, madrasah, perguruan tinggi agama, 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa 
IV.1.4 Susunan Kementerian Agama RI 
Susunan Kementerian Agama terdiri atas: 
a. Sekretariat Jenderal; 
b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 
c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; 
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e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; 
f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; 
g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; 
h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; 
i. Inspektorat Jenderal;  
j. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; 
k. Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal; 
l. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan;  
m. Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi; dan 
n. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
 
IV.2 KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR 
Kementerian Agama kota/kabupaten adalah instansi vertikal Kementerian 
Agama yang berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. 
Kementerian Agama kota Makassar mempunyai tugas melaksanakan tugas 
dan fungsi kementerian agama dalam wilayah kota Makassar berdasarkan kebijakan 
kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Selatan dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
IV.2.1 Lokasi Kementerian Agama kota Makassar 
Kementerian Agama kota Makassar berlokasi di Jalan Rappocini Raya No. 
223.  
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Gambar 3 
Lokasi Kementerian Agama kota Makassar 
 
Sumber: Google Map Data: (2016) 
IV.2.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Makassar 
Gambar 4 
Struktur Organisasi Kementerian Agama kota Makassar 
 
Sumber: Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sul-Sel (2016) 
a. Kepala Kantor 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 7 PMA Nomor 13 
tahun 2012, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi: 
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a) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan tehnis dibidang 
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 
wilayah Kota Metro; 
b) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah; 
c) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, 
pendidikan agama dan keagamaan; 
d) Pembinaan Kerukunan beragama; 
e) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan 
informasi; 
f) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan 
evaluasi program, pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, 
instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan 
tugas kementerian di kabupaten/kota. 
b. Kasubbag Tata Usaha 
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 PMA 
Nomor 13 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan 
kebijakan teknis dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik Negara di 
lingkungan Kantor Kementerian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 
Kepala Kantor Kementerian Agama. 
c. Bidang Pendidikan Madrasah 
Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, 
bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, 
MI, MTs, MA dan MAK. 
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d. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 
Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis di bidang pendidikan madrasah diniyah 
taklimiyah, pendidikan diniyah, pendidikan Al-Qur‟an, dan pondok pesantren serta 
pengelolaan data dan informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 
e. Bidang Pendidikan Agama Islam (PAKIS) 
Bidang Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang 
pendidikan Agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK. 
f. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan, bimbingan di bidang pendaftaran haji, pembinaan haji dan umrah, 
perjalanan dan dokumen, akomodasi dan pengelolaan keuangan haji, serta 
pengelolaan data dan informasi haji dan umrah.  
g. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam 
Bidang  Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi 
di bidang urusan agama Islam, pembinaan syari‟ah penerangan agama Islam, zakat, 
dan wakaf.  
h. Penyelenggara Syari‟ah 
Penyelenggara Syari‟ah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 
teknis dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang hisab rukyat 
dan pembinaan syari‟ah. 
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i. Penyelenggara Kristen 
Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 
teknis dan pembinaan serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan 
masyarakat Kristen. 
j. Kelompok Jabatan Fungsional 
  Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang 
keahlian. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 
 
IV.3 Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Makassar 
 Penyelenggaraan ibadah haji di kementerian Agama kota Makassar dan 
secara umum di kabupaten dan kota lainnya dibagi dalam dua kategori: yaitu, haji 
reguler yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah dan haji khusus yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapat izin dari 
kementerian agama. 
 Prinsip-prinsip penyelenggaraan ibadah haji mengedepankan kepentingan 
jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efektif dan efisian, transparansi 
dan akuntabilitas, profesionalisme dan nirlaba. 
 Penyelengaraan Ibadah haji Makassar merupakan rangkaian kegiatan yang 
beragam, melibatkan banyak pihak dan orang. Oleh karena itu dalam 
penyelengaraan ibadah haji diperlukan kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat, 
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penangan yang cermat dan dukungan sumber daya manusia yang handal dan 
amanah. 
 
IV.3.1 Visi dan Misi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota 
Makassar  
 Visi adalah “Mempersiapkan jamaah haji yang mandiri guna terwujudnya haji 
mabrur.” 
 Misi: 1    Pemberian Pelayanan Prima 
2 Meningkatkan pembinaan Haji 
3 Meningkatkan koordinasi lintas sektoral 
4 Menjalin kemitraan dengan instansi/organisasi terkait 
5 Pemberian layanan informasi yang akurat 
IV.3.2 Fungsi Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag kota Makassar 
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud Pasal 269 
PMA Nomor 13 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan 
teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang penyelenggaraan 
haji dan umrah. 
Adapun uraian Tugas Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian 
Agama kota Makassar adalah sebagai berikut: 
1. Pendaftaran dan Dokumen Haji 
a) Merumuskan program kebijakan rencana kerja 
b) Membagi tugas, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas pendaftaran dan dokumen Haji 
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c) Menyiapkan bahan perumusan Visi / Misi 
d) Menyiapkan data /informasi pendaftaran dokumen Haji 
e) Menerima, menyeleksi, memproses pembatalan dan mengembalikan 
setoran awal BPIH 
f) Memelihara dan mengawasi operasional Siskohat, menyimpan dan 
memelihara dokumen Haji serta memproses mutasi calon jama'ah haji 
2. Pembinaan Haji dan Umrah 
a) Menyiapkan data informasi pedoman penyuluhan haji 
b) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan, melaksanakan seleksi/tes bagi 
calon petugas Haji (TPHI/TPIHI) 
c) Melaksanakan bimbingan pelatihan ketua regu dan rombongan 
d) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan akreditasi KBIH 
e) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam hal pembinaan Haji 
 
3. Akomodasi, Transportasi dan perlengkapan Haji 
a) Menginventarisasi kebutuhan akomodasi calon Haji 
b) Menginventarisasi perlengkapan calon Haji 
c) Mengkoordinir transportasi calon Haji 
4. Pengelolaan keuangan Haji 
a) Menyiapkan bahan penyajian data 
b) Menghimpun pengelolaan keuangan Haji 
c) Menghimpun laporan keuangan BPAH 
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d) Melayani permintaan data, bahan/petunjuk kerja tentang pengelolaan 
keuangan Haji 
Terkait fungsi akomodasi, transportasi dan perlengkapan Haji dalam hal ini 
seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Makassar 
mengkoordinir transportasi calon haji jika dalam kondisi calon/jamaah haji memang 
dalam keadaan tak memiliki kendaraan yang bisa digunakan menuju UPT Asrama 
Haji Sudiang. Ada pun jika calon/jamaah haji terdaftar sebagai salah satu peserta 
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) maka KBIH yang bersangkutan yang 
menyiapkan transportasi. 
 
IV.3.3 Uraian Tugas Seksi PHU Kemenag Makassar 
Pegawai pada seksi Penyelenggara Ibadah Haji di kementerian agama kota 
Makassar terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 11 orang staf pendaftaran haji dan 5 
orang staf SISKOHAT. 
a) Tugas Staf pendaftaran Haji 
Adapun uraian tugas staf pendaftaran haji adalah sebagai berikut: 
 Menerima dan mengarsipkan berkas Jamaah Calon Haji kota Makassar 
 Mempersiapkan berkas jamaah calon haji tahun 2016 dan sekaligus 
memproses berkas untuk penerbitan dokumen paspor 
 Membantu jamaah calon haji untuk pemotretan di Kantror Imigrasi Makassar 
 Memberikan informasi/mengarahkan jamaah calon haji tahun 2016 untuk 
mengikuti bimbingan manasik pada KBIH yang telah ditentukan 
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 Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kota 
Makassar 
Dengan kualifikasi pembagian petugas perbank, adalah sebagai berikut: 
Tabel 2 
Pembagian petugas dan nama bank Seksi PHU Kemenag Makassar 
NO BANK PETUGAS 
1 BRI Syari‟ah dan Bank CIMB Syari‟ah     Ayu Wahyuni Bahri, SE 
Sartika Tahir, SE 
2 Bank Mu‟amalah dan Bank Mega 
Syariah 
Apriayadi Narra, SE 
Rasnawati, SEi 
3 BNI Syariah dan Bank Permata Syariah H. Mahyuddin, SH 
Hj. Darna Nela, S.Pdi 
4 BTN Syariah dan Bank Panin Syariah Hj. Dana Rohaniah, S.Sos 
Masba 
5 BMI dan BPD Desyuniart, SH 
Wahyu Irawan, SH 
6 BSM H. Sarro Beddu 
Masba 
Sumber: Seksi PHU Kemenag Makassar (2016) 
b) Tugas Petugas SISKOHAT 
Siskohat merupakan kependekan dari sistem komputerisasi dan informasi 
haji terpadu yang merupakan salah satu upaya membantu dan memudahkan 
pemerintah untuk menyelenggarakan pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci 
setiap tahunnya. SISKOHAT bermaksud untuk memberikan pelayanan prima 
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terhadap calon jamaah haji Indonesia, agar dapat menunaikan ibadah haji dengan 
data yang lebih aman.  Sementara petugas yang berada dibagian siskohat 
semuanya masih berstatus sebagai tenaga honorer. 
SISKOHAT tersambung dengan seluruh Bank Penerima Setoran Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS – BPIH). SISKOHAT memiliki fungsi melayani 
pendaftaran haji yang dapat dimonitor dan dikendalikan secara online dan real time 
dari kantor cabang bank-bank penerima setoran BPIH yang tersebar di seluruh 
Indonesia.  
Sampai saat ini jaringan yang tersambung dengan SISKOHAT meliputi 24 
BPS BPIH, 12 embarkasi, 33 Kantor Wilayah kementerian Agama di tiap provinsi, 
246 kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan kantor staf teknis urusan haji 
Arab Saudi. 
Tugas dan fungsi SISKOHAT ini meliputi entry data pendaftaran haji, 
pembuatan database dokumen haji, akuntansi BPIH, database transportasi haji, 
database penempatan pemondokan jamaah, informasi publik (bisa diakses secara 
umum), sistem informasi kesehatan haji, dan database petugas haji. 
Tabel 3 
Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan 
Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah 
Kementerian Agama kota Makassar 
 
NO Jenjang Pendidikan Jumlah 
1 SMA 2 
2 D3 - 
3 S1 14 
4 S2 1 
5 S3 - 
TOTAL 17 Orang 
Sumber: Kementerian Agama kota Makassar (2016) 
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai yang mempunyai 
pendidikan S1 adalah 14 orang dan ini adalah jumlah terbanyak. Sementara jenjang 
pendidikan yang paling sedikit adalah lulusan S2 yaitu kepala Seksi Penyelenggara 
Haji dan Umrah itu sendiri, jadi hanya 1 orang saja. 
Tabel 4 
Pegawai Berdasarkan Status 
Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah 
Kementerian Agama kota Makassar 
 
NO Status Jumlah 
1 PNS 12 orang 
2 Honorer 5 orang 
TOTAL 17 orang 
Sumber: Kementerian Agama kota Makassar (2016) 
 
Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah pegawai di Seksi 
Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Makassar terbanyak 
adalah pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
 
IV.3.4 Jenis Pelayanan pada seksi PHU Kemenag Makassar  
IV.3.4.1 Pelayanan Jasa 
Berikut ini  jumlah penerima layanan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah Kemenag Makassar dalam sehari. 
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Tabel 5 
Jumlah Penerima Layanan dalam sehari 
Di Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Makassar 
 
No Pelayanan Jasa Jumlah Rata-Rata/Hari 
1 Pendaftaran Haji 10 – 20 Orang 
2 Pembatalan Haji 10 – 15 Orang 
3 Konsultasi/Pengaduan 20 – 30 Orang 
Sumber: Kementerian Agama kota Makassar (2016) 
Jika diuraikan jumlah calon/jamaah haji yang datang di seksi PHU Kemenag 
Makassar  dalam sehari maka bisa mencapai 40 – 65 orang. Tentu jumlah ini harus 
sebanding dengan petugas haji serta kelengkapan sarana dan prasarana untuk 
mencapai predikat pelayanan prima. 
Berikut uraian jenis pelayanan tersebut: 
a) Pendaftaran Haji adalah segala pengurusan pendaftaran haji, dari 
pengarahan, pengisian formulir, penyerahan berkas, foto dan lain-lain. 
b) Pembatalan Haji adalah calon/jamaah haji yang ingin membatalkan untuk 
naik haji. 
c) Konsultasi adalah kegiatan bertugas pikiran atau meminta pertimbangan 
untuk memutuskan sesuatu misal menanyakan kapan berangkat haji, kapan 
pelunasan, KBIH yang berkualitas dan lain-lain. 
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IV.3.4.2 Pelayanan Produk 
Walau dalam pelayanan haji tidak menjadikan produk berupa barang sebagai 
suatu hal yang krusial untuk diberikan kepada calon jamaah haji, namun tetap 
penting untuk mengetahui kualitas dari produk barang haji. 
Untuk lebih mudah dipahami, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk 
tabel dibawah ini: 
Tabel 6 
Jenis Produk barang Haji   
 
NO Produk Instansi yang mengeluarkan 
1 Paspor Keimigrasian 
2 Visa Keimigrasian 
3 Koper,  Bank dan Garuda 
4 Kaih ihram Bank 
5 Mukenah Bank 
6 Buku kesehatan jamaah haji  Kementerian Kesehatan 
7 Gelang pengenal Kemenag Wilayah 
8 Buku penuntun percakapan bahasa 
Arab 
Kemenag Makassar 
9 Buku kumpulan doa dalam berhaji Kemenag Makassar 
10 Makanan  Kemenag Wilayah 
11 Kain Batik Kemenag RI 
Sumber: Seksi PHU Kemenag Makassar (2016) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produk yang murni dikeluarkan oleh 
Kementerian Agama kota Makassar hanya buku penuntun percakapan bahasa Arab 
dan buku kumpulan doa dalam berhaji. 
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Gambar 5 
Buku Penuntun Praktis Bahasa Arab 
Diterbitkan oleh Kementerian Agama kota Makassar 
 
 
 
 
 
Sumber: Seksi PHU Kementerian Agama kota Makassar (2016) 
IV.3.5 Kuota Haji pertahun seksi PHU Kemenag Makassar 
Pada tahun 2014 terjadi pengurangan kuota haji di kementerian Agama kota 
Makassar. Ini disebabkan kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi yang melakukan 
pengurangan porsi haji diseluruh dunia, makanya berimbas pula pada kuota haji 
kementerian Agama kota Makassar. Berikut peneliti tampilkan target dan realita 
kuota haji dalam 5 (lima) tahun terakhir. 
Tabel 7 
Kuota Haji pertahun Kementerian Agama kota Makassar 
 
NO TAHUN KUOTA 
TARGET REALITA 
1 2012 1132 1132 
2 2013 1132 1132 
3 2014 906 906 
4 2015 906 906 
5 2016 906 906 
Sumber: Kementerian Agama kota Makassar (2016) 
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Tabel diatas menunjukkan kuota haji yang sebelumnya target pertahun 
adalah 1132 berkurang menjadi 906 orang pertahun. Pengurangan ini diadakan 
karena sedang dilakukan perluasan masjidil haram di Arab Saudi. Pengurangan ini 
tentu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh Negara di dunia dilakukan 
pengurangan  20% dari kuota haji yang seharusnya, hal ini diharapkan bisa 
membuat jamaah haji lebih nyaman dalam melaksanakan ibadah haji. Dan hingga 
selesainya perluasan di Arab Saudi tahun 2016 belum ada info penormalan kuota 
haji di Kementerian Agama kota Makassar. 
Tabel diatas juga menunjukkan bahwa realita kuota haji Kementerian Agama 
kota Makassar sesuai target kuota pertahun yang diberikan oleh Kementerian 
Agama provinsi Sulawesi Selatan. 
IV.3.6 Kerjasama Instansi Terkait 
Seperti yang diketahui bahwa haji adalah agenda besar rutin setiap tahun 
maka butuh persiapan yang besar pula dan melibatkan instansi/lembaga lainnya 
untuk pemaksimalan pelayanannya. Agar mudah dipahami, maka peneliti 
menampilkannya dalam bentuk tabel dibawah ini. Instansi yang akan ditampilkan 
adalah instansi yang memang kemenag kota Makassar memiliki wewenang untuk 
berkoordinasi langsung. 
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Tabel 8 
Instansi yang terkait dengan seksi PHU Kemenag Makassar 
 
No Instansi Terkait Bentuk Kerjasama 
1 Puskesmas/Dinas Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan dan 
Imunisasi 
2 Bank Penerima Setoran Menerima Setoran Haji 
3 KUA Kecamatan Bimbingan Manasik Haji 
4 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Bimbingan Manasik Haji 
5 Universitas Islam Negeri Alauddin Pelatihan Bimbingan Manasik Haji 
Pembinaan Petugas Manasik Haji 
6 Imigrasi Penerbitan Paspor Dan Visa Haji 
7 RRI dan Gamasi Pengumuman Pelunasan Haji 
8 TVRI Lokal Pengumuman Pelunasan Haji 
Sumber: Seksi PHU Kemenag kota Makassar (2016) 
Dengan melihat tabel diatas dapat diasumsikan bahwa dalam pencapaian 
visi “Menciptakan Jamaah Haji yang Mandiri guna terwujudnya Haji Mabrur,” maka 
seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama kota Makassar telah 
melakukan koordinasi pada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan haji 
sesuai dengan misi yaitu meningkatkan koordinasi lintas sektoral. 
Sementara instansi lainnya yang tidak tercatat diatas seperti maskapai 
garuda, catering, penginapan, UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar dan 
pemerintah Arab Saudi, maka yang berwenang langsung melakukan koordinasi 
adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Agama Wilayah 
Sulawesi Selatan. 
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IV.4 Syarat dan Prosedur Pendaftaran Haji Reguler 
Warga Negara Indonesia berhak melaksanakan ibadah Haji dengan 
mendaftarkan diri di kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pendaftaran sebagaimana 
dimaksud dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran. Nomor 
urut pendaftaran sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar dalam pelayanan 
pemberangkatan Jemaah Haji. 
IV.4.1 Syarat Pendaftaran Haji Reguler 
 Syarat pendaftaran haji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2012. 
a. Beragama Islam 
b. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar 
a. Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain 
yang sah 
b. Memiliki kartu Keluarga 
c. Memiliki Akte kelahiran atau surat kenal lahir/kutipan akta nikah/ijazah 
d. Memiliki tabungan pada BPS – BPH 
Pendaftaran jamaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan 
mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi dimaksud hanya berlaku bagi jamaah yang 
bersangkutan dan tidak dapat digantikan. 
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IV.4.2 Prosedur Pendaftaran Haji Reguler 
a. Jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal 
BPIH yaitu Rp. 25.000.000,00 
b. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH 
c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Lembar pertama bermaterai secukupnya untuk calon jamaah haji 
b. Lembar kedua untuk BPS BPIH 
c. Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 
d. Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 
dan 
e. Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah. 
d. Bukti setoran awal BPIH wajib mencantumkan nomor validasi, ditandatangani 
dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas foto 3x4 cm 
e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti 
setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota paling 
lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH 
f. Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran 
dan bukti aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada 
petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi 
kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran 
setoran awal BPIH 
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g. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran 
Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan 
mendapatkan nomor porsi. 
h. Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah 
ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten/Kota. 
i. Selanjutnya info tahun keberangkatan dapat dilihat di 
www.haji.kemenag.go.id dengan memasukkan nomor porsi. 
Gambar 6 
Alur Pendaftaran Haji Reguler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kementerian Agama kota Makassar (2016) 
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Sementara Jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota 
provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan 
ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak 
melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. Belum pernah menunaikan ibadah haji 
b. Telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan atau telah 
menikah 
c. Pelunasan BPIH dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri. 
 
IV.4.3 Ketentuan Haji Reguler 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 
tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah sebagai berikut: 
a) Pendaftaran jamaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun 
b) Pendaftaran jamaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama 
kabupaten/kota domisili jamaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
c) Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk 
pengambilan foto dan sidik jari 
d) Jamaah haji yang penah menunaikan ibadah haji dapat melakukan 
pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah 
haji yang terakhir namun tidak berlaku bagi pembimbing 
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IV.4.4 Pembatalan Haji Reguler 
Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jamaah haji: 
a. Meninggal dunia 
b. Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain 
c. Tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji  
d. Dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan 
Pembatalan pendaftaran haji karena jamaah haji meninggal dunia atau 
karena mengundurkan diri dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau 
permohonan Jemaah haji yang bersangkutan.  
Berkas Pembatalan haji Reguler adalah: 
a. Bukti Setoran awal BPIH asli lembar pertama 
b. Surat pernyataan batal dari calon jamaah haji bermaterai Rp. 6000 
c. SPPH 
d. Bukti Transfer 
e. Fotocopy KTP    
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Gambar 7 
Prosedur Pembatalan Haji Reguler 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kementerian Agama kota Makassar (2016) 
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IV. 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.5.1 Kualitas Pelayanan Ibadah Haji di Kementerian Agama kota Makassar 
 
Pada pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan kualitas pelayanan 
penyelenggaraan ibadah haji ke kantor Kementerian Agama kota Makassar. 
Pengumpulan data mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 sampai Oktober 
2016 dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan pengambilan data 
sekunder.  
Pada proses pengambilan data dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
banyak hambatan-hambatan yang dialami. Hambatan itu antara lain data-data 
sekunder di seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota 
Makassar sangat terbatas karena petugas haji pada saat itu sedang berada dalam 
puncak kesibukan mengurusi calon jamaah haji 2016 (pada saat itu lagi musim haji), 
serta kesulitan peneliti mendapatkan informan yang sudah menerima segala bentuk 
pelayanan haji dari proses dan produk layanannya disebabkan karena tidak adanya 
data yang didapatkan, sehingga harus menunggu sampai jamaah haji tahun 2016 
kembali ke tanah air dan kesibukan staf haji berkurang. Ditambah lagi beberapa 
pegawai Kementerian Agama terkesan menunda-nunda waktu pemberian data yang 
dibutuhkan.  
Untuk menganalisis kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di 
Kementerian Agama kota Makassar, peneliti memilih 2 dimensi pelayanan prima 
yang dikemukakan oleh Surjadi (2012) yaitu, Proses dan memiliki subdimensi SDM, 
Mekanisme dan sarana dan prasarana, dimensi kedua yaitu produk yang memiliki 
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dimensi kualitas dan kuantitas adapun sub subdimensinya telah dipaparkan pada 
fokus penelitian. 
Adapun hasil penelitian menggunakan indikator-indikator tersebut dapat 
dilihat pemaparannya dibawah ini: 
IV.5.1.1 Proses 
 Upaya pencapaian visi seksi PHU kementerian Agama kota Makassar yaitu 
“”Menciptakan Jamaah Haji yang Mandiri guna terwujudnya Haji Mabrur” harus 
didukung oleh proses yang maksimal, yaitu mulai dari pemenuhan kebutuhan dalam 
pelayananan publik yang ditangani oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 
ahli, mekanisme atau prosedur pendaftaran yang memberikan kemudahan kepada 
calon jamaah haji hingga fasilitas sarana dan prasarana yang juga menjadi 
penunjang terbesar dalam pelayanan prima.   
Berbicara terkait pelayanan prima, kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji 
dan Umrah Kemenag Makassar, Bapak. AA memiliki persepsi sendiri terkait hal 
tersebut. Berikut kutipannya, 
“pelayanan prima itu adalah pelayanan yang tidak menyulitkan calon jamaah 
haji, misal, prosedur pendaftaran, kalau kesini diberikan dulu petunjuk atau 
formulir untuk persiapan penyetoran di bank lalu mereka diarahkan ke bank. 
Masing-masing bank mempersiapkan formulirnya sementara kami hanya 
memberikan petunjuk dan foto, kalau memang tidak ada fotonya, nanti 
disuruh foto disini.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
 Dari kutipan diatas bisa dikatakan beliau melihat pelayanan itu berkualitas 
hanya pada aspek prosedur saja jika prosedur mudah, maka akan membuat jamaah 
haji puas, namun selebihnya akan peneliti tampilkan hasil penelitian dari beberapa 
indikator lainnya sesuai dengan kerangka pikir yang menjadi pedoman penelitian. 
Berikut indikator tersebut: 
89 
 
IV.5.1.1.1 Sumber Daya Manusia 
 Indikator sumber daya manusia adalah upaya untuk mengetahui kualitas 
pelayanan di seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota 
Makassar dapat diukur dengan sub subdimensi dibawah ini, yaitu: 
 Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya). 
Menurut Kepala seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota 
Makassar, beliau mengatakan: 
“Disini ada 11 orang staf haji yang khusus menangani masalah pendaftaran, 
jadi mereka ada uraian tugasnya perbank. Jadi kalau datang calon jamaah 
haji mereka diberikan formulir dari bank oleh staf yang bertugas untuk 
mengurusi pendaftarannya. Nanti diarahkan untuk melakukan setoran awal, 
setelah selesai prosesnya nanti tim dari siskohat yang ambil alih untuk foto 
dan menginput data di komputer.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Hal ini juga dipertegas oleh observasi peneliti bahwa nama-nama staf 
pendaftaran haji jelas pembagiannya perbank serta yang menjadi uraiannya karena 
peneliti mendapatkan uraian tugas setiap staf berada diatas meja masing-masing 
staf dan bisa dilihat oleh calon jamaah haji. Ditambah lagi di dalam ruangan seksi 
penyelenggara haji terbagi menjadi 3 bagian, yaitu khusus pendaftaran, ruangan 
siskohat dan ruangan kepala seksi penyelenggara haji dan umrah kementerian 
agama kota Makassar. 
Sementara untuk kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan 
petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 
sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sebenarnya senada dengan kemampuan 
petugas pelayanan haji dalam menyelesaikan pelayanan kepada calon jamaah haji 
kota Makassar.  
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Hal ini diungkapkan oleh salah satu pendaftar haji tahun 2016, Ibu yang 
berinisial JA yang peneliti temui sedang menunggu ditangga lantai 2 dekat ruangan 
tata usaha. 
“Saya baru daftar haji tahun ini, Saya sekarang lagi menunggu buku 
tabungan dari pihak bank. Dan orang depag menyuruh saya menunggu 
sampai pukul 3 disini.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Tidak lama beliau ungkapkan pernyataan diatas, peneliti melihat beberapa 
menit sebelum pukul 3 beliau menerima telfon dari staf haji seksi PHU Kemenag 
Makassar dan diarahkan untuk segera masuk ke ruangan PHU untuk foto dan 
mencetak nomor porsi. 
 Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu MDG yang juga melakukan 
pendaftaran haji dihari yang sama dengan ibu JA. Beliau mengungkapkan: 
“bagusji disini, kita dilayani cepat dan disuruhki menunggu sampai jam 
begitu, jadi jam begitu betulan kita dipanggil.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Senada dengan hal diatas, Ibu KA, Haji 2015 ini juga mengungkapkan: 
 
“Jadi pendaftaran haji itu katanya sudah selesai dalam sehari, dan 
Alhamdulillah waktu sudah menyetor dana haji ke Bank Mu‟amalah, tidak 
lama kemudian telfon dari Depag untuk segera kesana dan foto. Jadi dalam 
sehari itu selesai semua urusan tinggal lakukan pelunasan saja” (Wawancara 
Agustus 2016) 
 
Beliau juga menambahkan, 
“Dan saya juga dijanji akan naik haji 6 tahun, dan ternyata 6 tahun kemudian 
baru saya berangkat. Dan Alhamdulillah semuanya lancar dan tepat waktu 
visa dan paspor, kecuali 5 orang teman saya yang terlambat keluar 
paspornya kasihan.” 
 
Namun pernah sekali dalam observasi peneliti pada tanggal 05 Agustus 
2016, peneliti menemukan staf haji di bagian siskohat meninggalkan ruangan dan 
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masih dalam jam kerja sampai membuat kepala Seksi Penyelenggara Haji dan 
Umrah, Bpk AA tampak kesal dan mengatakan kepada salah satu tim siskohat 
lainnya: 
“Sampaikan ke dia tidak boleh tinggal-tinggalkan ruangan kalau masih jam 
kerja, banyak yang mau dilayani.” 
 
Hal ini mengakibatkan calon jamaah haji terlambat mendapatkan layanan haji 
karena pada saat itu terdapat calon jamaah haji yang ingin foto untuk kelengkapan 
berkas. 
 
Dan terkait kesopanan dan keramahan staf haji yaitu sikap dan perilaku staf 
haji dalam memberikan pelayanan kepada calon/jamaah haji secara sopan dan 
ramah. Dan ditemukan beberapa ungkapan dari informan dibawah ini: 
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu staf haji seksi PHU Kemenag 
Makassar, Bapak MA, beliau mengungkapkan: 
“ kami di depag kalau ada calon jamaah haji yang datang kami 
mengusahakan selalu menyapa duluan.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Beliau juga menambahkan, 
 
“Sekalipun tidak ada pelatihan terkait pelayanan publik, saya fikir staff haji 
sudah paham terkait pemberian pelayanan karena setiap hari kami 
melakukan pelayanan kepada calon/jamaah haji.” (Wawancara Agustus 
2016) 
Hal yang senada diungkapkan oleh jamaah haji tahun 2015,  
“Baik-baikji tawwa semua pelayanannya, ramah dan sopanji.” (Wawancara 
Agustus 2016) 
 
 Hal ini juga dipertegas oleh jamaah haji tahun 2016 yang peneliti temui 
beberapa hari setelah kepulangan beliau di tanah air, Ibu EU beliau adalah mantan 
dosen YPUP Makassar, beliau mengungkapkan: 
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“Pelayanannya bagusji selama pendaftaran, petugasnya ramah, sopan, 
bagus-bagus orangnya bahkan sampai asrama haji petugas-petugasnya 
baik.” (Wawancara September 2016) 
 
Hal yang sama dan singkat juga dikatakan oleh pendaftar haji 2016,  
“Petugasnya ramah, bagus dan rapih berpakaian, serta selalu senyum, jadi 
kami pun merasa nyaman dilayani.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
 Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu SU yang daftar haji tahun 2008 dan 
telah naik haji pada tahun 2016, beliau mengatakan: 
“Untuk petugas di kemenag dari cara berpakaian, tutur kata, dan daya 
tanggap petugas semua bagus. Pun dari prosedur tidak bertele-tele.” 
(Wawancara September 2016) 
 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan maka 
dapat digambarkan bahwa Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparat petugas haji 
telah melakukan pelayanan dengan baik kepada calon jamaah haji dari segi 
kejelasan petugas haji, kemampuan petugas haji, dan kesopanan serta keramahan 
petugas haji. Hanya masih ada sedikit kekurangan dalam hal kedisiplinan petugas 
haji yaitu meninggalkan ruangan kerja pada saat masih jam kerja, namun sejauh ini 
calon jamaah haji merasa puas dengan pelayanan staf Haji di seksi Penyelenggara 
Haji dan Umroh Kementerian Agama kota Makassar. 
IV.5.1.1.2 Mekanisme 
  Mekanisme adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu 
sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-
cara yang harus ditempuh dalam rangkai penyelesaian pelayanan ibadah haji di 
Kementerian Agama kota Makassar. Dan dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada 
mekanisme dan prosedur pendaftaran haji di seksi Penyelenggara Haji dan Umrah 
Kementerian Agama kota Makassar. 
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  Menurut Kepala seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama 
kota Makassar, beliau mengatakan: 
“Respon calon/jamaah haji mereka menerima dengan baik karena tidak rumit 
pelayanannnya karena langsung saja kita terima setoran awalnya diisi 
formulirnya, bawa KTP dan KK, akta kelahiran. Setelah itu dimasukkan data-
datanya dan nomor handphonenya supaya mudah dilengkapi kalau keluar 
nomor porsinya nanti.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Beliau menambahkan, 
“kalau kesini (Depag) diberikan dulu petunjuk atau formulir untuk persiapan 
penyetoran di bank lalu mereka diarahkan ke bank. Masing-masing bank 
mempersiapkan formulirnya sementara kami hanya memberikan petunjuk 
dan foto, kalau memang tidak ada fotonya, nanti disuruh foto disini.” 
(Wawancara Agustus 2016) 
 
“satu hari saja bisami selesai semua, kalau dulu mereka ke bank dulu baru 
kesini lagi baru ke bank lagi dan kembali lagi kesini, 4 kali bolak balik. 
Sekarang ke bank dulu, lengkap foto dan KK nya sekarang kementerian 
agama yang cetak nomor porsinya, dulu bank yang terbitkan.” (Wawancara  
Agustus 2016) 
 
Hal ini dipertegas oleh salah satu pegawai bank BPS – BPIH, yaitu bagian 
relasi bank Panin Syari‟ah. 
“Banyak sebenarnya yang daftar disini (depag), tapi banyak yang sudah ada 
memang tabungannya. Biasa kalau yang sudah tau langsung ke bank saja. 
Tapi biasa ada juga yang melakukan penyetoran di depag. Jadi disini 
dibantu. Jadi bukan lagi mereka yang bolak-balik.” (Wawancara September 
2016) 
 
Hal ini kembali dipertegas oleh hasil wawancara dengan Bapak AA, kepala 
seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Makassar. 
“pegawai bank cukup dipanggil atau kadang mereka menunggu sampai pukul 
2 atau 3 sore, kalau sudah tidak ada, mereka bisa pulang. Jadi mereka kesini 
untuk menjemput bola.” (Wawancara September 2016) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. MA yang merupakan salah satu staf haji 
di kementerian Agama kota Makassar. 
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“Sekarang itu pelayanan haji lebih mudah, bisa melakukan penyetoran dana 
haji disini karena ada petugas bank yang stay jadi kalau daftar di depag bisa 
langsung dilakukan validasi di bank bersangkutan. Cukup dalam sehari, 
nomor porsi sudah bisa dicetak disini.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Beliau menambahkan, 
“Sekarang itu Alhamdulillah siskohat sudah menggunakan gen 2, jadi 
pendaftaran calon/jamaah haji itu cepat dan langsung sampai ke pusat, 
mudah pengecekan tahun keberangkatan.” (Wawancara Agustus 2016) 
Hal ini juga diperjelas oleh ungkapan salah satu haji 2016, Ibu SU. Beliau 
mengatakan: 
“Alhamdulillah tahun ini 2016 sangat bagus, tidak berbelit-belit, cepat 
pelayanannya. Baik di depag, di sudiang, pada saat pemeriksaan kesehatan 
dan sampai ke madinah.” (Wawancara September 2016) 
 
 Beliau juga menambahkan,  
 
“waktu di depag langsung diberitahukan kapan berangkat, mereka 
transparan, prosedurnya tidak berbelit-belit.” (Wawancara September 2016) 
Terkait kesederhanaan prosedur haji, salah satu haji 2015 yang berprofesi 
sebagai wiraswasta juga mempunyai ungkapan yang senada. Beliau mengatakan: 
“Alhamdulillah, tidakji, mulusji semua tidak ada yang berbelit-belit. Dan 
Alhamdulillah tidak ada biaya tambahan, hanya biaya haji yang disuruh untuk 
lunasi segera.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
 Sementara untuk kejelasan pelayanannya, yaitu jelas persyaratan teknis dan 
administrasi pelayanannya, unit kerja/pejabat yang berwenang dalam memberikan 
pelayanan dan rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran haji.  
 Kejelasan prosedur diungkapkan oleh salah satu haji tahun 2016, beliau 
mengatakan: 
“kalau dari prosedur pun bagus, tidak bertele-tele, tidak macam-macam. 
Cuma waktu menunggu memang yang lama karena memang ada kuota 
tunggu jadi tidak bisa kita memaksa. Prosedurnya jelas, bahkan teman-
teman pun sudah bilang begitu. Karena kan daftar tunggunya banyak, karena 
Arab Saudi kurangi kuota Indonesia.” (September 2016) 
Terkait kejelasan biaya pelayanan haji, juga diungkapkan oleh haji 2015. 
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“Dan Alhamdulillah tidak ada biaya tambahan, hanya biaya haji yang disuruh 
untuk lunasi segera. Cuma foto yang ada tambahan biaya karena kita foto di 
Depag, daripada keluar dan jauh, mending foto di Depag” (Agustus 2016) 
 
Salah seorang pendaftar Haji 2016, mengungkapkan seperti dibawah ini: 
 
“Kalau ke Depag langsung, pegawai bank yang sibuk. Jadi kalau datang 
meki mendaftar, mau meki menyetor dana haji ditelfonmi pegawai bank untuk 
ambil uangnya, jadi dikasih meki buku tabungan. jadi menyetor 25.500.000. 
500 ribu untuk buka rekening, yang 25 juta untuk setoran haji.” (Agustus 
2016) 
 
Dan dari hasil observasi peneliti pada tanggal 16 September 2016, terlihat 
jelas bagaimana prosedur pendaftaran haji dan pembatalannya dibuat dalam bentuk 
flow chart yang dipampang diluar ruangan dekat pintu masuk, sehingga siapa saja 
ingin mendaftar haji maka mudah untuk mengetahui prosedurnya.  
Dan observasi di waktu lainnya, peneliti melihat staf haji menjelaskan secara 
rinci kepada calon jamaah haji terkait berkas administrasi apa saja yang dibutuhkan 
ketika ingin daftar haji. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan maka 
dapat digambarkan bahwa mekanisme pendaftaran haji telah sederhana dan jelas 
dengan melibatkan pihak BPS BPIH dalam pemaksimalan pelayanan prima. Dan 
calon jamaah haji merasa puas karena prosedur haji mudah dilaksanakan dan tidak 
berbelit-belit hingga mengefektifkan waktu yang harus digunakan oleh calon jamaah 
haji untuk mengurus pendaftaran haji. 
IV.5.1.1.3 Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana pelayanan ibadah haji yang dimaksud adalah 
penyediaan yang memadai oleh penyelenggara ibadah haji kementerian agama kota 
Makassar. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
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lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan 
informatika. 
  Berikut beberapa petikan wawancara yang berhasil peneliti rekam terkait 
sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Agama kota Makassar. 
Menurut Ibu EU, haji tahun 2016, beliau mengungkapkan: 
“kalau lagi banyak yang menunggu yah kita menunggu diluar dulu, di mobil 
karena kita harus pahami memang beginilah kondisinya depag. Tapi 
ruangannya nyaman karena menggunakan AC.” (Wawancara Agustus 2016) 
Hal ini  juga dipertegas dengan pernyataan salah satu staff haji Kemenag 
Makassar,  
„Kalau sarana dan prasarana, ya… memang banyak yang harus dibenahi, 
keadaan ruangan sebaiknya memang ditingkatkan, fasilitas AC ditambahkan 
dan ruangan lebih luas, lebih banyak meja dan diberikan tunjangan sarana 
dan prasarana.” (Wawancara Agustus 2016) 
 Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu SU yang mendaftarkan dirinya berhaji 
sejak tahun 2008. Beliau mengungkapkan, 
“kalau ruangan di depag agak sempit, banyak orang jadi sepertinya butuh 
perluasan ruangannya dan dibuat ruangannya lebih nyaman, AC 
ditambahkan.” (Wawancara September 2016) 
 
Beliau juga menambahkan, 
 
“kebersihan dan kerapihan ruangan juga harus diperhatikan, terlalu sempit, 
tidak tertata rapi, padahal diruangan tersebut dilakukan pelayanan, jadi kalau 
orang masuk merasa tidak nyaman. Jadi kalau harus berbenah, yah 
bagusnya ruangannya pertama di benah, karena terlalu sesak.” (Wawancara 
September 2016) 
 
Dari observasi Peneliti, jika dilihat dari jumlah penerima layanan dan 
dibandingkan dengan keadaan ruangan, maka tidak sebanding dengan jumlah 
penerima layanan dan keadaan dari ruangan pelayanan haji, belum lagi ditambah 
jika ada pegawai dari bank yang juga mengambil tempat saat ada penyetoran dana 
haji. 
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Hal ini juga diungkapkan oleh Bpk. AA, Kepala Seksi PHU Kemenag 
Makassar, 
“10-20 pendaftar dalam perhari. 11 orang PNS staf haji, honornya disini 5 
orang. Saya fikir sudah cukup 11 orang, sebenarnya bisa ditambah asal 
ruangan juga ditambah. Kursi tamu itu sempit. Pernah mengusulkan 
perluasan. Apalagi disini ada pegawai bank juga yang stay untuk menerima 
setoran jamaah calon haji. Sementara sebenarnya dari kemenag tidak 
menyiapkan kursi dan meja tambahan untuk pegawai bank” (Wawancara 
Agustus 2016) 
Hal ini juga diungkapkan oleh pegawai bank Panin, 
“Jadi kalau menunggu setoran haji, yah kami menunggu juga di dalam 
ruangan haji.” (Wawancara September 2016) 
Dan untuk sarana penunjang pelayanan, seperti mesin antrian sudah 
beberapa waktu tidak digunakan karena rusak. 
“Alat nomor antri itu dikirim dari pusat, tapi sudah rusak. Hanya Makassar 
yang gunakan seperti itu, karena lebih efektif dalam pelayanan.” (Wawancara 
Agustus 2016) 
 
Selain itu, sarana prasarana lainnya yang digunakan adalah komputer dan 
kamera. Komputer digunakan di ruangan Siskohat untuk menginput data calon 
jamaah haji agar langsung terkirim ke pusat menggunakan jaringan internet, 
sementara kamera untuk jasa foto kepada calon jamaah haji yang tidak membawa 
foto untuk dilampirkan di formulir pendaftaran haji. 
Beginilah ungkapan Bapak AA terkait penggunaan kamera, sebagai salah 
satu penunjang pelayanan. 
“kalau memang calon jamaah haji tidak ada fotonya, nanti disuruh foto disini. 
Karena kami punya kamera disini, jadi mereka tidak repot lagi ke tukang foto” 
(Wawancara Agustus 2016) 
 
Dan observasi peneliti beberapa kali ke kantor Kementerian Agama kota 
Makassar, peneliti tidak melihat adanya kotak saran. Dan hal ini dipertegas oleh 
Kepala Seksi PHU Kemenag Makassar, 
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“Memang tidak kami siapkan kotak saran di Depag, karena kalau ada 
keluhan dan pengaduan biasanya disampaikan langsung ke PHU, namun 
sejauh ini Alhamdulillah tidak ada keluhan.” (Wawancara Agustus 2016) 
Tidak hanya kotak saran yang tidak tersedia, penerapan konsep e-
government belum juga menyeluruh hanya sebatas penyecekan porsi melalui 
SISKOHAT, seperti yang telah diungkapakan oleh salah satu jamaah haji tahun 
2016, 
“bagus kalau kemenag Makassar menggunakan internet tidak hanya papan 
informasi, jadi pengumuman untuk pelunasan, kloter dan lain-lain bisa di 
umumkan lewat website jadi kalau orangnya malas keluar tinggal akses 
internet saja. Kasihan apalagi yang jauh rumahnya.” (Wawancara September 
2016) 
Pernyataan diatas didukung dengan ungkapan kekesalan oleh salah satu 
jamaah haji 2016 yang peneliti temui di kantor Kementerian Agama kota Makassar 
beberapa hari sebelum keberangkatannya ke tanah suci, beliau pada saat itu ke 
kantor Kemenag bermaksud untuk melihat pengumuman kloter haji 2016, beliau 
mengatakan: 
“Kami kesini mau lihat pengumuman kloter haji, kemarin katanya kami dijanji 
tanggal 5 Agustus pengumuman kloter 1-5 akan diumumkan, tapi hari ini 
kami kesini hanya melihat kloter 1 saja yang ada di papan informasi, kasihan 
kami yang jauh rumahnya dan harus bolak-balik ke Kantor Kementerian 
Agama kota Makassar.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Sementara fasilitas pendukung seperti parkir juga dikeluhkan oleh salah satu 
jamaah haji tahun 2016, beliau mengatakan: 
“parkiran juga harus dibenah, kecil lahannya sementara di kemenag banyak 
hal yang diurus disana. Parkiran yang susah. Tapi masalah pelayanan 
mereka okay, mereka cepat.” (Wawancara September 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan maka 
dapat digambarkan bahwa sarana dan prasarana dalam pemberian layanan haji 
masih kurang memuaskan bagi calon jamaah haji. Karena fasilitas yang disiapkan 
terutama ruangan masih dianggap belum nyaman, sempit dan kurang bersih dan 
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rapih. Belum lagi seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota 
Makassar belum menggunakan internet atau website dalam pemberian layanan 
sehingga calon jamaah haji 2016 harus bolak-balik ke Kementerian Agama jika ingin 
mengetahui informasi-informasi terkait haji. 
IV.5.1.2 Produk 
Aspek produk layanan merupakan hal yang begitu penting untuk mengetahui 
secara keseluruhan kualitas pelayanan Ibadah Haji di Kementerian Agama kota 
Makassar. Karena aspek produk ini berkaitan dengan segala pelayanan haji apakan 
telah sesuai dengan pelaksanaan peraturan yang ada dari tingkat Kementerian 
hingga provinsi.  
 
IV.5.1.2.1 Kualitas  
Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari pelayanan haji 
dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. 
Performance sebuah pelayanan haji merupakan pencerminan bagaimana sebuah 
pelayanan haji itu disajikan atau ditampilkan kepada calon/jamaah haji. Tingkat 
pengukuran Performance pada dasarnya mengacu pada tingkat karakteristik dasar 
pelayanan haji itu beroperasi. Pelayanan haji dikatakan memiliki Performance yang 
baik bilamana dapat memenuhi harapan.  
Harapan calon jamaah haji terhadap pelayanan haji pada umumnya sama 
dengan pelayanan – pelayanan lainnya di instansi pemerintahan, yaitu ketepatan 
waktu dan kemudahan layanan. 
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Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Calon Jamaah Haji yang 
sudah mendaftar dari tahun 2010 namun belum juga berangkat hingga tahun 2016. 
“Waktu kesana (Kantor Kementerian Agama kota Makassar) saya dijanji 5 
tahun sudah bisa berangkat, tapi sampai sekarang saya belum ada tanda-
tanda berangkat padahal sudah 5 tahun lebih.” (Wawancara Mei 2016) 
 
Namun Jamaah Haji yang lainnya Ibu Hj. Kasmawati yang berangkat di tahun 
2015 mengungkapkan hal yang berbeda, 
“saya dijanji oleh Kementerian Agama 6 tahun baru bisa berangkat dan 
Alhamdulillah betul 6 tahun kemudian baru saya berangkat, karena saya 
mendaftar haji dari tahun 2009.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Sementara untuk keistimewaan tambahan yang diberikan Penyelenggara 
Haji Kementerian Agama kota Makassar adalah atribut – atribut pelengkap 
pelayanan haji yang bisa menambah kualitas calon jamaah haji dalam melakukan 
ibadah haji di Mekkah adalah berupa buku penuntun praktis bahasa Arab dan buku 
do‟a-doa haji. Maka peneliti memfokuskan fitur produk dalam hal ini yang langsung 
yang diterima atau dirasakan oleh calon Jamaah haji di Kementerian Agama kota 
Makassar. 
 Hal ini dipertegas oleh ungkapan haji 2016, Ibu SU 
“Dari kemenag hanya dapat buku, sementara koper dapat 2 yaitu dari bank 
dan garuda.” (Wawancara September 2016) 
“produknya itu sangat bermanfaat, kami juga dapat buku doa-doa, doa-
doanya juga berurut jadi mudah dipahami.” (Wawancara September 2016) 
 
Selaras dengan pernyataan diatas, Observasi peneliti pada tanggal 07 
Agustus 2016 melihat bahwa produk buku penuntun praktis berbahasa Arab ini 
dalam hal kemudahan penggunaanya adalah mudah karena berbentuk buku saku 
kecil ukuran 4x6 cm dan terdiri dari 44 halaman serta memiliki cover agak tebal. 
Selain itu buku kecil ini juga didalamnya memuat secara singkat kata-kata yang 
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sering digunakan oleh jamaah haji selama berada di Arab Saudi dan membagi 3 
klasifikasi yaitu, bahasa Indonesia, tulisan Arab dan tulisan latin bagi jamaah haji 
yang tidak dapat membaca tulisan Arab. 
Namun hal yang mengecewakan terhadap fitur tambahan ini diungkapkan 
oleh Ibu EU, 
“tapi saya tidak dapat buku penuntun bahasa Arab. Harusnya memang 
dikasih supaya kita minimal sedikit tau bahasa Arab.  Tidak ada satu pun 
yang diberikan di kloter 4. Jadi kalau hilang kita menggunakan bahasa 
isyarat. Karena orang disana juga paham. Dan Alhamdulillah kita dibekali 
gelang identitas.” (Wawancara September 2016) 
   
  Hal yang sama diungkapkan oleh Jamaah Haji 2016, yang hanya 
mendapatkan buku do‟a-doa manasik haji dan tidak mendapatkan buku penuntun 
bahasa Arab. Ketika peneliti menanyakan hal tersebut, terlihat beliau merasa agak 
kecewa.  
“Saya tidak dapat buku penuntun bahasa Arab. Padahal bagusnya buku itu 
digunakan disana, apalagi kita memang sering berhadapan dengan orang 
Arab disana, kita taunya hanya „syukron‟ ini seharusnya diberikann kepada 
jamaah. Berguna sekali, apalagi kalau kita ada masalah dan mau belanja. 
Justru orang Arab tau bahasa kita, sementara kita tidak tau bahasanya 
mereka. Bagusnya buku tersebut diberikan sewaktu nama kita keluar untuk 
haji tahun tersebut, Karena kita butuh sekali untuk belajar bahasa Arab.” 
(Wawancara September 2016) 
 
Pun hal yang sama dirasakan oleh Haji 2015, beliau juga mengungkapkan 
tidak mendapatkan buku penuntun bahasa Arab dan buku do‟a-do‟a. 
“Oh adakah yang begitu nak? Tidak dapat ka saya itu nak. Mungkin na lupaki 
petugas depag kasih kloterku.” (Wawancara Agustus 2016) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka 
dapat digambarkan bahwa Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian 
Agama kota Makassar telah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan haji 
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yaitu dengan adanya fitur tambahan dalam pelayanan haji berupa pemberian buku 
doa-doa manasik haji dan pengadaan buku penuntun bahasa Arab.. Akan tetapi 
para jamaah haji yang peneliti wawancarai tidak dapat memberikan pendapat yang 
lebih jelas terkait fitur yang diberikan Kementerian Agama kota Makassar 
disebabkan karena petugas haji tidak menyadari besarnya manfaat dari kedua 
produk tersebut sehingga pendistribusiannya pun tidak merata. 
 Padahal dengan adanya kedua buku tersebut juga bisa memudahkan 
jamaah haji dalam mencapai misi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
Kementerian Agama kota Makassar yaitu Menciptakan jamaah haji yang mabrur. 
Fitur tambahan lainnya adalah disediakannya kamera DSLR di ruangan seksi 
Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Makassar, 
Seperti disampaikan oleh Kepala seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Bpk. 
AA, 
“Kalau calon jamaah haji datang kesini diberikan dulu petunjuk atau formulir 
untuk persiapan penyetoran di bank. Masing2 bank mempersiapkan 
formulirnya sementara kami hanya menyiapkan petunjuk dan foto, kalau 
memang tidak ada fotonya, nanti disuruh foto disini. Ataukah orang bank 
sendiri yang terima setoran awalnya. Tidak resmi sebenarnya karena tidak 
ada ruangan khususnya mereka disini karena sebenarnya terganggu juga 
staff haji karena digunakan tempatnya, tapi itu kebijakan kita disini” 
(Wawancara Agustus 2016) 
 
Juga hal ini diungkapkan oleh Ibu KA yang merupakan jamaah haji 2015, 
 
“Alhamdulillah tidak ada lagi tambahan biaya, Cuma foto yang ada tambahan 
biaya. Karena memang langsung foto disana jadi tidak usah keluar lagi untuk 
foto” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu kualitas yang dirasakan 
oleh Jamaah Haji setelah mendapatkan pelayanan Haji di Kementerian Agama kota 
Makassar.  
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Ibu JA pendaftar haji tahun 2016 mengungkapkan perasaannya terkait 
pelayanan haji, 
“Bagusji pelayanannya, petugasnya ramah, bagus dan rapih.” (Wawancara 
Agustus 2016) 
 
Ibu SU juga mengungkapkan hal yang sama, 
 
“Pelayanan depag bagus dan berkesan. Mulai dari Makassar sudah bagus, 
karena selalu dapat bimbingan haji. Akomodasi bagus.” (Wawancara 
September 2016) 
 
“Untuk petugas di kemenag dari cara berpakaian, tutur kata, dan daya 
tanggap petugas semua bagus. Pun dari prosedur tidak bertele-tele.” 
(Wawancara September 2016) 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh jamaah haji 2016 lainnya, 
 
“Tahun ini 2016 sangat bagus, tidak berbelit-belit, cepat. Baik di depag, di 
sudiang, pada saat pemeriksaan kesehatan dan sampai ke madinah.” 
(Wawancara September 2016) 
 
Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas yang 
dipersepsikan oleh calon jamaah haji dalam menerima pelayanan haji di 
Kementerian Agama kota Makassar sudah sesuai Undang-Undang yaitu produk 
pelayanan yang diterima oleh calon jamaah haji sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Kemenpan dan juga meninggalkan kesan yang baik kepada 
calon/jamaah haji. 
Dan dari hasil wawancara dan observasi berkenaan dengan tiga sub 
indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa performance seksi PHU Kemenag 
Makassar belum memuaskan bagi calon/jamaah haji terbukti dengan terlambatnya 
pengumuman kloter dan tidak tepat waktunya seorang calon jamaah haji berangkat 
ke tanah suci, seharunya pun tidak perlu dijanjikan cukup database siskohat yang 
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menjadi acuan pemberangkatan tidak perlu aparat pelayanan haji memberikan 
harapan terkait tahun pemberangkatan haji. 
Sementera terkait fitur tambahan sudah cukup memuaskan hanya saja 
pendistribusian buku penuntun bahasa Arab dan buku doa-doa manasik haji yang 
tidak merata. Padahal nilai gunanya begitu besar bagi calon/jamaah haji. Dan terkait 
kualitas yang dipersepsikan telah menyimpan kesan yang baik untuk calon/jamaah 
haji. 
 
IV.5.1.2.2 Kuantitas  
Kuantitas berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai 
(Agus Dharma, 2004:24). Dalam hal pelayanan ibadah haji reguler adalah kuota 
jamaah haji setiap tahun sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 951/IV/Tahun 2015 tentang penetapan kuota Haji kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan Musim Haji tahun 1436 H/2015. 
 Hal ini diungkapkan oleh Bpk. AA, Kepala Seksi PHU Kementerian Agama 
kota Makassar, 
“sebelum pengurangan 1132 orang baru di tahun 2014, yaitu 3 tahun terakhir 
ini jamaah haji yang dikirim jumlahnya 906 orang, itu tidak masuk petugas 
haji kesehatan dan dari daerah” (Wawancara Agustus 2016) 
 
Beliau juga menambahkan, 
“Sekalipun ada mutasi dari provinsi lain, namun yang murni dari Kementerian 
Agama kota Makassar yah 906 orang itu. Kalau mutasi pun sebenarnya tidak 
mengapa karena boleh jadi calon/jamaah haji ingin berangkat dari tempat 
yang sama dengan keluarganya yang berada diluar kota Makassar. Maka 
dibolehkan pindah embarkasi, namun ia tetap terdaftar kuota haji Makassar” 
(Wawancara Agustus 2016) 
105 
 
Dan diawal bab ini peneliti telah menampilkan target dan realita dari kuota 
haji kota Makassar pada tabel 7 halaman 74 maka dapat disimpulkan bahwa 
kuantitas jamaah haji setiap tahun telah sesuai dengan pelaksanaan Undang – 
Undang karena pengawasan langsung oleh Kementerian Agama Wilayah provinsi 
Sulawesi Selatan dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya 
dalam mengetahui bagaimana kualitas pelayanan ibadah haji di kementerian Agama 
kota Makassar dilihat dari proses dan produk layanan dengan menggunakan teori 
Surjadi (2012) yang melahirkan beberapa indikator yang menjadi landasan mencari 
data di lapangan. Maka berikut adalah hasil penelitiannya: 
1) Proses 
a) Sumber Daya Manusia 
 Aparatur Pemerintah dalam hal ini petugas haji di kementerian Agama kota 
Makassar sudah memberikan pelayanan yang baik. Ini terlihat dari beberapa 
pernyataan dari calon/jamaah haji memberikan respon yang menyenangkan dan 
merasa puas dengan sikap, perilaku, keramahan dan kemampuan petugas haji 
dalam menyelesaikan pelayanan kepada calon jamaah haji kota Makassar.  
 Sebagian petugas haji masih kurang dalam hal kedisiplinan ini terlihat dari 
observasi penulis ketika masih jam kerja salah satu staf haji meninggalkan ruangan 
tanpa diketahui alasannya oleh ketua seksi PHU yang mengakibatkan calon/jamaah 
haji terlambat mendapatkan layanan haji. 
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b) Mekanisme 
 Prosedur pelayanan haji sudah begitu sangat sederhana karena telah 
bekerjasama dengan pihak bank yang memberikan kemudahan dalam penyetoran 
dana haji, pengarahan yang jelas dari petugas haji karena ketika pertama kali 
calon/jamaah haji datang, maka akan ditanyakan apa kebutuhannya dan diberikan 
penjelasan terkait syarat dan prosedur haji, hingga dari beberapa hasil wawancara 
calon/jamaah haji merasa puas dengan pelayanan haji karena prosedur pendaftaran 
haji tidak lagi berbelit-belit dan mudah dilaksanakan oleh calon/jamaah haji. 
Ditambah lagi, sejauh ini belum ada masuk pengaduan/keluhan kepada petugas haji 
terkait prosedur haji. 
c) Sarana dan Prasarana 
 Dalam hal sarana dan prasarana Kementerian Agama dianggap kurang baik 
ini terlihat dari ruangan tunggu yang tersedia dianggap masih belum memberikan 
rasa nyaman kepada calon/jamaah haji yang datang, karena kurangnya kebersihan 
dan kerapihan ruangan serta ukuran ruang tunggu yang masih sempit, meja dan 
kursi yang terlihat padat dan kurang teratur. Namun nilai plusnya adalah dalam 
ruangan tunggu pelayanan haji sudah tersedia AC sehingga beberapa calon/jamaah 
haji merasa sedikit puas. 
Terkait fasilitas pendukung pun masih kurang, yaitu dari parkir yang 
disiapkan oleh kementerian Agama kota Makassar dianggap masih belum memadai 
karena diketahui secara umum banyak pelayanan di kementerian Agama tidak 
hanya pelayanan haji sehingga banyak mobil dan motor yang pun yang parkir, 
makanya nampak sangat padat karena parkiran yang sempit. 
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2) Produk  
a) Kualitas 
Performance seksi PHU Kemenag Makassar belum memuaskan bagi 
calon/jamaah haji terbukti dengan terlambatnya pengumuman kloter dan tidak tepat 
waktunya seorang calon jamaah haji berangkat ke tanah suci. Sementera terkait fitur 
tambahan sudah cukup memuaskan bagi jamaah haji hanya saja pendistribusian 
buku penuntun bahasa Arab dan buku doa-doa manasik haji yang tidak merata. 
Padahal nilai gunanya begitu besar bagi calon/jamaah haji. Dan terkait kualitas yang 
dipersepsikan telah menyimpan kesan yang baik untuk calon/jamaah haji. 
b) Kuantitas 
Kuantitas jamaah haji di Kementerian Agama kota Makassar setiap tahun 
telah sesuai dengan pelaksanaan Undang – Undang karena pengawasan langsung 
oleh Kementerian Agama Wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kementerian 
Agama Republik Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari wawancara langsung, 
observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dari 
Penyelenggara Ibadah haji dan Umrah (PHU) di kementerian agama kota Makassar 
berada pada kategori baik, sekali pun dalam hal ini masih terdapat kekurangan 
namun dapat disimpulkan bahwa pelayanan ibadah haji di kementerian Agama kota 
Makasssar dapat dikatakan berkualitas karena memberikan kesan yang baik 
kepada calon/jamaah haji. 
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V.2 Saran 
Adapun saran yang peneliti dapat berikan sesuai temuan dilapangan adalah 
sebagai berikut: 
a) Sumber Daya Manusia 
Pelayanan haji adalah sebuah agenda besar umat Islam yang termaktub di 
rukun Islam. Pada dasarnya pelayanan adalah konsep yang diajarkan disemua 
agama. Terkhusus di dalam Al-Qur‟an, ia menjadi kegiatan yang begitu besar 
pahalanya jika dikerjakan dengan hati. Maka untuk tetap menjaga kualitas dari 
pelayanan maka yang paling utama harus dibenahi adalah keikhlasan hati melayani 
masyarakat. 
Pemimpin memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah tatanan 
birokrasi maka dalam hal ini kepala seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah 
Kemenag Makassar harus lebih tegas terhadap staf haji yang tidak disiplin dalam 
menaati waktu kerja. Kalau perlu diberi sanksi dan teguran bilamana meninggalkan 
ruangan kerja tanpa alasan yang dibenarkan dan ketika datang terlambat dari waktu 
kerja yang telah ditentukan. Hal ini tentu tidak berlaku pada Kepala seksi PHU saja, 
namun sampai ke tatatan tertinggi yaitu Kepala Kementerian Agama Kota Makassar. 
b) Sarana dan Prasarana 
Karena jumlah pendaftar haji setiap tahun selalu meningkat maka sejalan 
dengan itu pula harus dilakukan perluasan ruangan pelayanan haji agar 
calon/jamaah haji yang datang merasa lebih nyaman. Dan tempat kepala seksi PHU 
tidak tampak sesak lagi jadi pimpinan dan staf haji merasa lebih nyaman, sehat dan 
aman. Karena kantor Kementerian Agama memiliki lahan yang tidak terlalu luas, 
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maka perluasan dilakukan dengan cara meninggikan bangunan. Apatah lagi 
sekarang ada pegawai BPS – BPIH di kantor Kementerian Agama kota Makassar, 
maka sangat perlu melakukan perluasan. 
Ruang tunggu pelayanan haji harus representative agar calon/jamaah haji 
merasa lebih senang dan aman. Representative yang dimaksud adalah 
sebagaimana fungsi sebuah ruangan tunggu, maka ketika calon/jamaah haji 
menunggu giliran untuk di foto atau menunggu SPPH dari BPS-BPIH maka mereka 
disuguhi sesuatu yang tidak membosankan. Misal adanya air mineral atau permen 
serta televisi, majalah, brosur, leaflet dan bahan bacaan yang lainnya yang dapat 
menambah wawasan calon jamaah haji selama menunggu pelayanan. Ini bisa 
diaplikasikan ketika telah dilakukan perluasan.  
Selain itu Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah sudah harus beralih 
untuk memanfaatkan penggunaan internet. PHU Kemenag Makassar harus sedikit 
demi sedikit menerapkan konsep e-government untuk kemudahan calon/jamaah haji 
mengetahui info-info terkait haji tanpa harus lagi ke Kantor Kementerian Agama Kota 
Makassar. Hal ini juga berfungsi untuk mengefektifkan waktu, biaya dan tenaga yang 
dibutuhkan oleh penerima layanan. 
Dan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan haji 
yang diberikan oleh kementerian Agama kota Makassar maka perlu disediakan 
akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan, 
complain/pengaduan dalam bentuk kotak saran, sosial media dan pemanfaatan 
website. 
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c) Kualitas 
Penting untuk mengantisipasi keterlambatan visa dan paspor di tahun 
mendatang serta pengumuman kloter yang tidak tertunda lagi maka perlu PHU 
Kemenag Makassar melakukan upaya pembenahan manajemen dan pendataan 
yang lebih sigap dan cepat. Artinya, diawal bulan Muharram disetiap tahun hijriah 
sudah harus ada nama-nama calon jamaah haji tahun tersebut dan disebarkan 
secara umum melalui siaran televisi lokal, radio, Koran harian lokal, website haji dan 
sosial media. Agar permasalahan pelunasan dana haji dan pengiriman data calon 
jamaah haji ke Kementerian Agama Republik Indonesia dapat diantisipasi lebih dini.  
Seharunya pun petugas haji di kantor Seksi PHU Kemenag Makassar tidak 
perlu menjanjikan tahun keberangkatan calon/jamaah haji, cukup database siskohat 
yang menjadi acuan pemberangkatan tidak perlu aparat pelayanan haji memberikan 
harapan terkait tahun pemberangkatan haji, hal ini dikhawatirkan akan 
mengecewakan calon/jamaah haji ketika tahun keberangkatan ternyata tidak sesuai 
dengan apa yang disampaikan staf haji. 
 Melakukan pembagian buku penuntun bahasa Arab dan buku do‟a – do‟a haji 
pada saat calon/jamaah haji melakukan manasik haji di tingkat kota. Agar jamaah 
haji memiliki waktu untuk mempelajari kedua buku tersebut dan pendistribusian pun 
lebih merata. Dan kedua buku saku tersebut bisa dijelaskan secara singkat ketika 
melakukan manasik haji di kecamatan. Ini tentu Insyaa Allah lebih memudahkan 
Seksi PHU Kemenag Makassar mencapai visi “Mempersiapkan jamaah haji yang 
mandiri guna terwujudnya haji mabrur.” 
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Demikianlah saran yang dapat peneliti sampaikan. Semoga menjadi bahan 
perbaikan untuk Kementerian Agama kota Makassar dalam meningkatkan 
pelayanan ibadah haji di kota Makassar sebagaimana visi dan misi Seksi 
Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama kota Makassar. Adapun hanya 
3 point besar diatas peneliti paparkan, karena peneliti menganggap ketiga point 
tersebutlah yang paling harus diberikan perhatian besar oleh Kementerian Agama 
kota Makassar. 
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